
L A P O R A N  K I N E R J A  T A H U N  2 0 2 4
K P P  P R A T A M A  J A K A R T A  J A T I N E G A R A



LAPORAN KINERJA 2024 i 

 

KATA PENGANTAR 

 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan 

lindungan-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkarya di institusi 

kita tercinta, Direktorat Jenderal Pajak. 

KPP Pratama Jakarta Jatinegara sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal 

Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah 

DJP Jakarta Timur, selama tahun 2024 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang 

diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja KPP Pratama Jakarta Jatinegara Tahun 2024 yang terdiri 

dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Jakarta Jatinegara 

ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat 

Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja (LAKIN) akan menjabarkan 

perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2024 dengan kontrak kinerja tahun 2024 

serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta 

Jatinegara. 

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan 

Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan 

Tahun 2024 bahwa perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di lingkungan 

Direktorat Jenderal Pajak. 

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Jakarta Jatinegara mengacu pada 

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, Rencana Strategis Direktorat 

Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-

8/PJ/2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Pajak. 

Pada Tahun 2024 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Jakarta Jatinegara sebesar 

108,31%. Nilai tersebut berasal dari nilai indeks capaian kinerja masing-masing perspektif yaitu 

Stakeholder Perspective sebesar 99,54%, Customer Perspective sebesar 101,30%, Internal 

Process Perspective sebesar 116,80%, Learning & Growth Perspective sebesar 115,97%. 

Target penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Jatinegara sebesar 

Rp.1.288.267.787.000,00. Dari target tersebut, KPP Pratama Jakarta Jatinegara berhasil 

mengumpulkan Rp.1.313.858.046.368,00 atau sebesar 101,99%. Penerimaan pajak Dan tahun 

2024 sekaligus menjadi penanda tercapainya penerimaan pajak selama lima tahun terakhir 
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(Quintrick penerimaan pajak).  

Tidak hanya berhenti pada pencapaian penerimaan pajak yang sudah diraih, KPP Pratama 

Jakarta Jatinegara juga terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan perpajakan yang 

berkualitas kepada Wajib Pajak, mengukir prestasi dan melangkah ke depan mendukung  

implementasi CoreTax pada tanggal 1 Januari 2025.  

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja (LAKIN) ini dapat memenuhi harapan para stakeholder 

sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian KPP Pratama Jakarta Jatinegara dalam 

menghimpun penerimaan pajak selama tahun 2024 serta mencerminkan komitmen keras dan 

kerja sama yang erat dari seluruh jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. 

Dan sekaligus sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi KPP Pratama Jakarta 

Jatinegara di masa mendatang.  

 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

Kepala Kantor, 
 
 

 
 

 
 

Ditandatangani secara elektronik 
Eko Purbono 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN KINERJA 2024 iii 

 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan 

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan 

pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam 

rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah 

ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan 

Kinerja adalah ikhtisar yang menjelasakan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja 

yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Hal 

ini sejalan dengan visi DJP, yaitu “Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk 

Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang 

Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian 

Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia 

yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan” dengan memperhatikan misi DJP yaitu: 

1) Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia; 

2) Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, 

edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan 

3) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang 

adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan 

bermotivasi. 

DJP menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ke dalam kerangka operasional 

berbasis Balanced Scorecard (BSC). Pengukuran kinerja dalam BSC adalah hasil suatu penilaian 

yang didasarkan pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan 

dalam Kontrak Kinerja (KK). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka melalui nota dinas 

Direktur Jenderal Pajak nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024 hal Penyampaian 

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian 

Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Five Unit 

Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024. 

Secara rinci data target, realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama 

Jakarta Jatinegara tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut: 

 

 

 



LAPORAN KINERJA 2024 iv 

 

Tabel 1. Target, Realisasi, dan Capaian IKU KPP Pratama Jakarta Jatinegara Tahun 2024 

Kode 
SS/IKU 

Sasaran Strategis/ 
Indikator Kinerja Utama 

 

Target 
 

Realisasi 
Indeks 

Capaian 

Stakeholder Perspective (30%)   99,54 

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal   99,54 

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 100,00% 101,99% 101,99 

1b-CP 
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto 
dan deviasi proyeksi perencanaan kas 

100,00 96,19 96,19 

Customer Perspective (20%)   101,30 

2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi   102,44 

 

2a-CP 
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 

 

100,00% 
 

102,28% 
 

102,28 

2b-CP 
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT 
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi 

100,00% 102,66% 102,66 

3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi   100,16 

3a-CP 
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 
Pengujian Kepatuhan Material (PKM) 

100,00% 100,16% 100,16 

Internal Process Perspective (25%)   116,80 

4 Edukasi dan pelayanan yang efektif 
  

115,35 

4a-CP 
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas 
kegiatan edukasi dan penyuluhan 

74,00% 88,80% 120,00 

4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan 100,00% 110,69% 110,69 

5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif   120,00 

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa 90,00% 119,19% 120,00 

6 Pengujian kepatuhan material yang efektif   115,97 

6a-CP 
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas 
data dan/atau keterangan 

100,00% 120,00% 120,00 

6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 100,00% 120,00% 120,00 

6c-N Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak 
KPP tepat waktu 

100,00% 107,92% 107,92 

7 Penegakan hukum yang efektif   112,69 

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100,00% 120,00% 120,00 

7b-CP Tingkat efektivitas penagihan 75,00% 92,92% 120,00 

7c-N 
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan 
Bukti Permulaan 

100,00% 100,00% 100,00 

8 Data dan Informasi yang berkualitas   120,00 

8a-CP 
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan 
penyediaan data potensi perpajakan 

100,00% 120,00% 120,00 

Learning & Growth Perspective (25%)   115,98 

9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif   111,93 

9a-N 
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan 
kegiatan kebintalan SDM 

100,00 117,34 117,34 

10a-CP Indeks Penilaian Integritas Unit 85,00 92,77 109,14 

10b-N 
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan 
manajemen risiko 

90,00 98,39 109,32 

11 Pengelolaan Keuangan yang optimal   120,00 

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100,00 120,00 120,00 

Nilai Kinerja Organisasi 
(NKO) 

  

108,31 

Sumber : Aplikasi Mandor “Dashboard Kinerja Organisasi” tanggal 15 Januari 2025 
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Tidak hanya berhenti pada pencapaian penerimaan pajak yang sudah diraih, KPP Pratama 

Jakarta Jatinegara juga terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan perpajakan yang 

berkualitas kepada Wajib Pajak dan terus melangkah mengukir prestasi. 

Secara rinci data penghargaan yang diraih oleh KPP Pratama Jakarta Jatinegara selama 

tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 2. Penghargaan KPP Pratama Jakarta Jatinegara Tahun 2024 

 No Nama Penghargaan  

1 Pemenang Kedua Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur 

2 
Unit Pelaksana Pemeriksaan dengan Kinerja PKM Pemeriksaan Terbaik I Periode 

Triwulan I Tahun 2024 Tingkat Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur 

3 Unit Dengan Capaian Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum Tertinggi III Periode 2023 

4 
Mitra Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan Terbaik Periode Penilaian 

Januari – Desember 2023 

5 Juara I Tenis Meja Beregu dalam rangka Peringatan Hari Pajak Tahun 2024 

6 Juara I Tenis Meja Funtaxtic Games Jaktim 2024 

7 Juara I  Single FIFA (E-Sport) Funtaxtic Games Jaktim 2024 

8 Juara III Beregu FIFA (E-Sport) Funtaxtic Games Jaktim 2024 

9 Juara II  Mini Soccer Funtaxtic Games Jaktim 2024 

10 Juara II  Badminton Funtaxtic Games Jaktim 2024 

11 Juara II  Volley Funtaxtic Games Jaktim 2024 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) 

KPP Pratama Jakarta Jatinegara merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP 

Jakarta Timur. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Pajak bahwa KPP Pratama mempunyai fungsi melaksanakan pelayanan, edukasi, 

pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, 

dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek 

pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Selama lima tahun berturut-turut, KPP Pratama Jakarta Jatinegara berhasil mencapai 

target penerimaan pajak yang telah diamanahkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja 

keras dan dedikasi tinggi seluruh jajaran pegawai, yang secara konsisten berkontribusi 

untuk meningkatkan efsiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pajak. Di sisi lain, kontribusi 

positif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga menjadi faktor 

penting yang mendukung kinerja KPP Pratama Jakarta Jatinegara dalam mencapai 

pencapaian tersebut. 

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari 

korupsi, kolusi, dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance), perlu menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah yang memadai dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja. 

Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian 

Keuangan. 

Laporan ini merupakan laporan berkala sebagai wujud pertanggungjawaban dan 

akuntabilitas kepada seluruh stakeholder. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) mengacu 

pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap 
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instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. 

Selain berpedoman pada peraturan yang telah disebutkan diatas, penyusunan Laporan 

Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Jakarta Jatinegara juga mengacu pada Rencana Strategis 

Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 

Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor KEP-389/PJ/2020 dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 hal 

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 

2. Permasalahan utama (strategic issues) KPP Pratama Jakarta Jatinegara 

Pada tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Jatinegara mendapatkan amanah untuk 

mengumpulkan target penerimaan pajak sebesar Rp.1.288.267.787.000,00. KPP Pratama 

Jakarta Jatinegara selama 2 (dua) tahun terakhir (2022-2023) bergantung kepada 2 (dua) 

sektor unggulan yaitu Sektor Perdagangan dan Sektor Administrasi Pemerintahan, yang 

sebelumnya didominasi oleh Sektor Konstruksi. Hal tersebut seiring dengan 

diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Tata Cara 

Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta 

Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi 

Pemerintah.  

Wajib Pajak yang bergerak pada Sektor konstruksi di KPP Pratama Jakarta Jatinegara 

sebagian besar merupakan Wajib Pajak Kerja Sama Operasi (KSO), sehingga setoran pajak 

dari Wajib Pajak Kerja Sama Operasi (KSO) yang melakukan transaksi dengan Wajib Pajak 

Instansi Pemerintah diadministrasikan pada KPP Instansi Pemerintah terdaftar. Sehingga, 

KPP Pratama Jakarta Jatinegara mengalami short fall penerimaan pajak dari Wajib Pajak 

Kerja Sama Operasi (KSO),. Sementara itu, Wajib Pajak Kerja Sama Operasi (KSO), tetap 

dapat mengajukan restitusi/pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ke 

KPP Pratama Jakarta Jatinegara atas PPN Pajak Masukan yang telah dikeluarkannya. Hal 

ini tentu saja menjadi tantangan bagi KPP Pratama Jakarta Jatinegara.  Sehingga KPP 

Pratama Jakarta Jatinegara harus mencari sumber penerimaan baru sebagai pengganti 

penerimaan dari Sektor Konstruksi.  

Namun demikian, sebagai bagian dari strategi pengamanan penerimaan KPP Pratama 

Jakarta Jatinegara tetap harus melakukan kegiatan penggalian potensi pada sektor lainnya 

(intensifikasi) dan memperluas basis pemajakan dengan lebih optimal dengan menyisir area 

ekonomi di wilayah Kecamatan Jatinegara (ekstensifikasi). KPP Pratama Jakarta Jatinegara 

juga harus terus berupaya melakukan penguatan pada proses bisnis inti melalui 

pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan. Selain itu juga KPP Pratama Jakarta Jatinegara 
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melanjutkan program edukasi dan penyuluhan baik kepada masyarakat maupun WP yang 

telah terdaftar. 

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal  

Pajak KPP Pratama Jakarta Jatinegara ditetapkan sebagai KPP Pratama Kelompok I 

dengan kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut : 

1. Kedudukan 

KPP Pratama Jakarta Jatinegara merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah 

DJP Jakarta Timur. 

2. Tugas  

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan 

penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi 

dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak 

dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang- undangan. 

3. Fungsi 

Untuk menjalankan tugasnya, KPP memiliki fungsi : 

a. menyelenggarakan analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan 

pajak, 

b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang 

KPP, 

c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak, 

d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib 

Pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, 

e. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, 

f. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak 

maupun masyarakat, 

g. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak, 

h. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan, 

i. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan 

perpajakan, 

j. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, 

k. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan 
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eksternal, 

l. pemutakhiran basis data perpajakan, 

m. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, 

n. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko, 

o. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal, 

p. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak, 

q. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan, 

r. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan, 

s. pelaksanaan administrasi kantor. 

4. Struktur Organisasi  

Organisasi KPP terdiri dari 1 (satu) Subbagian, 9 (Sembilan) Seksi dan Kelompok 

Jabatan Fungsional. Dan sebagai KPP Pratama Kelompok I, dalam menjalankan tugas 

terbagi menjadi beberapa seksi dengan tugas masing-masing yaitu sebagai berikut : 

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan 

kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, 

melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan 

manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan 

dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor. 

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, 

penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui 

pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, 

perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama 

perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi 

dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas 

distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, 

dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan 

monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan 

produk  pengolahan data perpajakan. 

c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan 

pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan 

memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui 

pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi 

perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, 

tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, 

dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, 

serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan 

melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan 
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produk layanan perpajakan. 

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan 

analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan 

pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, 

dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran 

tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan 

pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk 

pemeriksaan, penilaian, dan penagihan. 

e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi 

Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing 

mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka 

memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan 

melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan 

ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek 

pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, 

pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan 

tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan 

kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, 

pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan 

pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk 

pengawasan       perpajakan. 

f. Jabatan Fungsional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Gambar 1.1 Struktur Organisasi  
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5. Wilayah Kerja 

KPP Pratama Jakarta Jatinegara terletak di Jalan Slamet Riyadi No. 1 RT 1/RW 

4, Kelurahan Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur. Dengan demikian lokasi KPP 

Pratama Jakarta Jatinegara berada di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Matraman. 

Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Jatinegara hanya mencakup Jatinegara. Di  

Jatinegara terdapat 8 (delapan) kelurahan yaitu: (1) Bidara Cina; (2) Cipinang 

Cempedak; (3) Cipinang Muara; (4) Cipinang Besar Utara; (5) Cipinang Besar Selatan; 

(6) Rawa Bunga; (7) Bali Mester; dan (8) Kampung Melayu.   

                    Tabel 1.1 Wilayah Kerja 

Nama Kantor 

Wilayah Kerja 

Kecamatan Kelurahan 

KPP Pratama Jakarta 
Jatinegara 

Jatinegara 

Bidara Cina 

Cipinang Cempedak 

Cipinang Muara 

Cipinang Besar Utara 

Cipinang Besar Selatan 

Rawa Bunga 

Bali Mester 

Kampung Melayu 
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6. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara 

Setiap kinerja dan kontribusi dari seluruh pegawai mendorong pencapaian kinerja 

KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Pada Desember 2024, jumlah pegawai KPP Pratama 

Jakarta Jatinegara sebanyak 107 pegawai. Dari jumlah tersebut, 72,90% berada dalam 

posisi struktural dan 27,10% dalam posisi fungsional. Adapun jenis jabatan yang 

terdapat pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara adalah sebagaimana terinci dalam tabel 

1.2.  

          Tabel 1.2 Pegawai KPP Pratama Jakarta Jatinegara pada tahun 2024 

No Nama Jabatan Jumlah % 

1 Eselon 3  1 0,93% 

2 Eselon 4  10 9,35% 

3 Pelaksana  28 26,17% 

4 Pelaksana (Administrator Sistem)  2 1,87% 

5 Account Representative  33 30,84% 

6 Juru Sita  2 1,87% 

7 Bendaharawan  1 0,93% 

8 Sekretaris  1 0,93% 

9 Fungsional  29 27,10% 

Total 107 100% 

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Jatinegara 
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Latar belakang pendidikan sebagian besar pegawai KPP Pratama Jakarta 

Jatinegara adalah dari D4/S1 yang mencakup 50,47% dari total pegawai. Komposisi 

pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan adalah sebagaimana tersaji dalam gambar 

berikut: 

 

Gambar 1.2 Pegawai Menurut Pendidikan 

 

 

Gambar 1.3 Pegawai Menurut Usia 
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Tabel 1.5 Pegawai Menurut Jenis Kelamin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

C. SISTEMATIKA LAPORAN 

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara 

Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

Ringkasan Eksekutif merupakan rangkuman keseluruhan isi dari Laporan Kinerja 

terutama atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2024. 

Bab I.  Pendahuluan 

Pada Bab ini disajikan secara singkat tentang latar belakang penyusunan Laporan 

Kinerja (LAKIN); Permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara; Tugas, Fungsi, dan Struktur 

Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara serta sistematika 

pelaporan. 

Bab II. Perencanaan Kinerja 

Pada Bab ini disajikan penjelasan secara rinci mengenai Rencana Strategis 

(Renstra), Program Unggulan dan Prioritas Nasional, perencanaan anggaran, 

penyusunan Rencana Kinerja (Renja), serta Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 

2024.  

Bab III. Akuntabilitas Kinerja 

1. Capaian Kinerja Organisasi  

Pada Subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja 

organisasi. 

60%

40%

Laki-Laki Perempuan

Gambar 1.4 Pegawai Menurut Jenis Kelamin 
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2. Realisasi Anggaran 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah 

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen 

Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN. 

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah 

dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada 

bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan 

asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya 

dalam pencapaian IKU. 

4. Kinerja Lain-Lain 

Pada subbab ini diuraikan achievement antara lain berupa penghargaan, 

menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan 

terkait isu tematik APBN. 

5. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit 

organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah- langkah 

perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas 

kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh unit kepatuhan internal kepada unit 

organisasi. 

Bab IV.  Penutup 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta 

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan 

kinerjanya. 
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BAB II. PERENCANAAN KINERJA 

 
A. PERENCANAAN STRATEGIS 

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi 

sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun 

untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, 

misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka 

kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024. 

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 adalah: 

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan 

Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, 

Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: 

“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia 

yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”. 

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak 

a. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi 

Indonesia; 

b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, 

edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan 

c. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi 

yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, 

dan bermotivasi. 

3. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan 

Dasar dan pondasi bagi Kementerian Keuangan, pimpinan dan seluruh pegawainya 

dalam mengabdi, bekerja dan bersikap tertuang dalam Nilai-Nilai Kementerian 

Keuangan. Dalam menghadapi tantangan yang tidak ringan, pimpinan dan seluruh 

pegawai Direktorat Jenderal Pajak dibekali pula dengan Nilai-nilai Kementerian 

Keuangan. Pelaksanaan 5 (lima) Nilai Kementerian Keuangan diwujudkan menjadi 10 

(sepuluh) kaidah perilaku utama, yaitu: 

 
Tabel 2.1 Nilai-nilai Kementerian Keuangan 

Nilai-Nilai Makna Kaidah Perilaku Utama 

Integritas Berpikir, berkata, 
berperilaku dan bertindak 
dengan baik dan benar 
serta memegang teguh 
kode etik dan prinsip-
prinsip moral. 

Bersikap jujur, tulus dan 
dapat dipercaya 
Menjaga martabat dan tidak 
melakukan hal-hal tercela 

Profesionalisme Bekerja tuntas dan akurat 
atas dasar kompetensi 

Mempunyai keahlian dan 
pengetahuan yang luas. 
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terbaik dengan penuh 
tanggung jawab dan 
komitmen yang tinggi. 

Bekerja dengan hati 

Sinergi Membangun dan 
memastikan hubungan 
kerjasama internal yang 
produktif serta kemitraan 
yang harmonis dengan 
para pemangku 
kepentingan, untuk 
menghasilkan karya yang 
bermanfaat dan 
berkualitas. 

Memiliki sangka baik, saling 
percaya dan menghormati 
Menemukan dan 
melaksanakan solusi terbaik 

Pelayanan Memberikan layanan yang 
memenuhi kepuasan 
pemangku kepentingan 
yang dilakukan dengan 
sepenuh hati, transparan, 
cepat, akurat dan aman. 

Melayani dengan berorientasi 
pada kepuasan pemangku 
kepentingan 
 Bersikap proaktif dan cepat 
tanggap 

Kesempurnaan Senantiasa melakukan 
upaya perbaikan di segala 
bidang untuk menjadi dan 
memberikan yang terbaik. 

Melakukan perbaikan terus 
menerus 
Mengembangkan inovasi dan 
kreativitas 

 
4. Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pajak 

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal 

Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan 

Direktorat Jenderal Pajak dan Sasaran Strategis periode 2020 – 2024 yaitu: 

a. Pengelolaan fskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang 

ekspansif dan konsolidatif.  

b. Penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak 

yang optimal. 

c. Birokrasi dan Layanan Publik yang agile, efektif, dan efsien adalah : 

1) Organisasi dan SDM yang optimal.  

2) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi. 

3) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. 

 

 
5. Dukungan Direktorat Jenderal Pajak dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen 

perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana 

Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, agenda pembangunan yang 

terdapat pada RPJMN tahun 2020–2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), 17 (tujuh belas) Tujuan 
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Pembangunan Berkelanjutan beserta indikatornya menjadi bagian dalam 7 (tujuh) 

agenda pembangunan, yaitu: 

a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan 

berkeadilan;  

b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin 

pemerataan;  

c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;  

d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;  

e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan 

pelayanan dasar;  

f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan 

iklim;  

g. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi 

pelayanan publik. 

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP 

adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang 

berkualitas dan berkeadilan. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut 

mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Strategi 

Kemenkeu yang didukung DJP meliputi: 

a. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan 

usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; 

penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui 

Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan 

retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat 

kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi 

secara elektronik. 

b. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax 

system); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak 

maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan 

negara. 

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020- 

2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: 

a. Rasio Perpajakan terhadap PDB  

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara 

nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis 

penerimaan pajak nasional. 

b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system) 
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DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem 

administrasi perpajakan yang terintegrasi. 

 
6. Target Kinerja  

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian Tujuan dan Strategi digunakan Indikator Kinerja. 

Capaian keberhasilan DJP dapat diukur melalui indikator berikut: 

                          Tabel 2.2 Nama IKU Pada Renstra DJP 2020-2024 

No 
Nama IKU Pada 
Renstra DJP 2020-
2024 

Target 
UIC 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Indeks efektivitas 
kebijakan fiskal dan 
sektor keuangan 

100% 100% 100% 100% 100% PP1, PP2 

2 Persentase realisasi 
penerimaan pajak 

100% 100% 100% 100% 100% Seluruh 
Unit 

3 Tingkat efektivitas 
pengawasan dan 
penegakan hukum pajak 

100% 100% 100% 100% 100% EP, Gakum 

4 Indeks kepuasan publik 
atas layanan DJP 

100% 100% 100% 100% 100% P2Humas 

5 Persentase 
penyelesaian proyek 
strategis TIK 

1.97 11.99 48.05 87.83 100.00 TIK, TPB 

6 Indeks persepsi 
integritas pegawai 

80.00 82.50 85.00 87.50 90.00 KITSDA 

 
          Tabel 2.3 Nama IKU Pada Renja DJP 2024 

No Nama Indikator Pada Renja DJP 2024 
Target 

UIC 
2024 

1 Persentase realisasi penerimaan negara 100 Seluruh Unit 

2 Indeks Efektivitas Insentif Fiskal - DJP 100 PP1  

3 Persentase penambahan WP hasil 
ekstensifikasi 

90 EP, PKP, Kanwil, 
KPP 

4 Tingkat efektivitas pengawasan dan 
penegakan hukum perpajakan 

100 EP, Gakkum 

5 Nilai Kinerja regulasi  85 PP1, PP2, PI 

6 Persentase penyelesaian pembuatan dan 
penyempurnaan Peraturan Pemerintah, 
Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan 
Menteri Keuangan, Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal 
Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal 
Pajak 

100 PP1, PP2, PI 

7 Indeks kepuasan publik atas layanan DJP 82 P2Humas, Kanwil 
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8 Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan 81 P2Humas, Kanwil 

9 Persentase jumlah putusan yang 
mempertahankan objek banding/gugatan di 
pengadilan pajak 

45 DKB 

10 Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi 
prioritas 

100 PP1, PP2, PI 

11 Indeks Efektivitas Peraturan 75 PP1, PP2, PI 

12 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95.5 Seluruh Unit 

13 Tingkat kualitas pengelolaan BMN dan 
Pengadaan 

100 Sesditjen 

14 Tingkat kualitas pengelolaan SDM 100 KITSDA, Kanwil, 
KPP 

15 Indeks efektivitas ekosistem kehumasan 89 P2Humas, Kanwil 

16 Tingkat Downtime Sistem TIK 0.1 TIK 

17 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK 
(Core tax administration system) 

96 TIK, TPB 

18 Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal  82 KITSDA 

7. Rencana Kinerja 

DJP menggunakan kerangka pikir penyelarasan perencanaan strategis dan eksekusi 

strategi berbasis Balanced Scorecard (BSC). Penyusunan rencana kinerja 2024 

memperhatikan Renstra DJP 2020-2024 dan Rencana Kerja DJP tahun 2024. Adapun 

rincian sebagai berikut: 

         Tabel 2.4 Renstra DJP 2020-2024 dan Rencana Kerja DJP tahun 2024 

No 
Indikator Kinerja Utama 
(IKU) 2021 

Renja 2021 Rensta 

1 Persentase realisasi 
penerimaan pajak 

Persentase realisasi 
penerimaan negara 

Persentase realisasi 
penerimaan negara 

2 Persentase realisasi 
penerimaan pajak effort 

  

3 Persentase pertumbuhan 
penerimaan pajak bruto 

  

4 Persentase realisasi 
pertumbuhan penerimaan 
pajak bruto 

  

5 Indeks realisasi 
pertumbuhan penerimaan 
pajak bruto dan deviasi 
proyeksi perencanaan kas 

  

6 Persentase realisasi 
penerimaan pajak dari 
kegiatan Pengawasan 
Pembayaran Masa (PPM) 

Persentase realisasi 
penerimaan negara 

Persentase realisasi 
penerimaan negara 
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7 Persentase tingkat 
kepatuhan penyampaian 
SPT Tahunan PPh Wajib 
Pajak Badan dan Orang 
Pribadi 

  

8 Persentase capaian 
tingkat kepatuhan 
penyampaian SPT 
Tahunan PPh Wajib Pajak 
Badan dan Orang Pribadi 

  

9 Persentase tingkat 
pencapaian pertumbuhan 
WP PP 23 yang 
melakukan pembayaran 

  

10 Persentase WP PP 23 
yang melakukan 
pembayaran dan/atau 
pemanfaatan fasilitas 
pajak ditanggung 
pemerintah (DTP) 

  

11 Persentase  tingkat 
pencapaian pertumbuhan 
WP Non PP 23 yang 
melakukan pembayaran 

  

12 Persentase realisasi 
penerimaan pajak dari 
kegiatan Pengawasan 
Kepatuhan Material (PKM) 

Persentase realisasi 
penerimaan negara 

Persentase realisasi 
penerimaan negara 

13 Persentase realisasi 
penerimaan pajak dari 
kegiatan Pengujian 
Kepatuhan Material (PKM) 

Persentase realisasi 
penerimaan negara 

Persentase realisasi 
penerimaan negara 

14 Persentase perubahan 
perilaku lapor dan bayar 
atas kegiatan edukasi dan 
penyuluhan 

  

15 Persentase efektivitas 
kegiatan edukasi dan 
penyuluhan 

  

16 Tingkat efektivitas 
penyuluhan dan 
pelayanan 

Indeks kepuasan 
publik atas layanan 
DJP, Indeks 
efektivitas penyuluhan 
dan kehumasan 

Indeks kepuasan publik 
atas layanan DJP, 
Indeks efektivitas 
penyuluhan dan 
kehumasan 

17 Indeks efektivitas 
penyuluhan dan 
pelayanan 

Indeks kepuasan 
publik atas layanan 
DJP, Indeks 
efektivitas penyuluhan 
dan kehumasan 

Indeks kepuasan publik 
atas layanan DJP, 
Indeks efektivitas 
penyuluhan dan 
kehumasan 
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18 Indeks Kepuasan 
Pelayanan dan Efektivitas 
Penyuluhan 

Indeks kepuasan 
publik atas layanan 
DJP, Indeks 
efektivitas penyuluhan 
dan kehumasan 

Indeks kepuasan publik 
atas layanan DJP, 
Indeks efektivitas 
penyuluhan dan 
kehumasan 

19 Persentase realisasi 
penyelesaian permohonan 
layanan unggulan tepat 
waktu 

  

20 Persentase pengawasan 
pembayaran masa 

Persentase 
penambahan WP 
hasil ekstensifikasi, 
Tingkat efektivitas 
pengawasan dan 
penegakan hukum 
pajak 

Persentase 
penambahan WP hasil 
ekstensifikasi, Tingkat 
efektivitas pengawasan 
dan penegakan hukum 
pajak 

21 Persentase penyelesaian 
permintaan penjelasan 
atas data dan/atau 
keterangan 

Tingkat efektivitas 
pengawasan dan 
penegakan hukum 
pajak 

Tingkat efektivitas 
pengawasan dan 
penegakan hukum 
pajak 

22 Persentase pemanfaatan 
data selain tahun berjalan 

  

23 Persentase penyampaian 
IDLP 

  

24 Persentase nilai ketetapan 
dibayar pada tahun 
berjalan  

  

25 Persentase penagihan 
aktif dengan pencegahan  

  

26 Tingkat efektivitas 
pemeriksaan 

  

27 Tingkat efektivitas 
pemeriksaan dan 
penilaian  

  

28 Persentase penyelesaian 
pemeriksaan oleh Petugas 
Pemeriksa Pajak Wajib 
Pajak Lainnya (Berbasis 
Kewilayahan) 

  

29 Efektivitas Penagihan   

30 Tingkat efektivitas 
penagihan 

  

31 Persentase tindak lanjut 
usulan pemeriksaan dari 
kegiatan pengawasan 

  

32 Persentase penyampaian 
usul Pemeriksaan Bukti 
Permulaan  
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33 Persentase penyelesaian 
pemeriksaan oleh Petugas 
Pemeriksa Pajak  

  

34 Persentase Penyediaan 
Data Potensi Perpajakan 

  

35 Persentase pengemasan 
dokumen perpajakan non 
SPT yang akan dikirim 
ke/diambil oleh 
PPDDP/KPDDP 

  

36 Persentase penghimpuna
n data regional dari ILAP 
**) 

  

37 Efektivitas Pengelolaan 
Komite Kepatuhan Wajib 
Pajak KPP tepat waktu 

  

38 Persentase penyelesaian 
laporan kegiatan 
pengamatan dan 
penyediaan data potensi 
perpajakan 

  

39 Persentase penyelesaian 
Laporan Pengamatan dan 
Produksi Alat Keterangan 

  

40 Persentase pegawai yang 
memenuhi standar jam 
pelatihan 

  

41 Persentase pegawai yang 
memenuhi standar 
kompetensi 

  

42 Tingkat Kualitas 
Kompetensi dan 
Pelaksanaan Kegiatan 
Kebintalan SDM 

  

43 Indeks Penilaian Integritas 
Unit 

  

44 Persentase Efektivitas 
Dialog Kinerja Organisasi 
dan Rencana Mitigasi 
Risiko yang selesai 
dijalankan 

  

45 Persentase efektivitas 
Dialog Kinerja Organisasi 
dan penerapan 
Manajemen Risiko 

  

46 Indeks efektivitas 
implementasi manajemen 
kinerja dan manajemen 
risiko  
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47 lndeks Efektivitas 
Pelaksanaan FGD Kode 
Etik 

  

48 Indeks efektivitas 
pelaksanaan FGD Pejabat 
Administrator 

  

49 Persentase kualitas 
pelaksanaan anggaran 

Persentase kualitas 
pelaksanaan 
anggaran 

Persentase kualitas 
pelaksanaan anggaran 

50 Indeks kinerja kualitas 
pelaksanaan anggaran 

Persentase kualitas 
pelaksanaan 
anggaran 

Persentase kualitas 
pelaksanaan anggaran 

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi 

yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja KPP 

merupakan suatu janji kinerja yang diwujudkan selaku penerima amanah dari Direktur 

Jenderal Pajak. 

Perjanjian Kerja KPP pada tahun 2024 berpedoman pada Visi dan Misi Direktorat 

Jenderal Pajak, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024, Renja dan 

peraturan terkait pengelolaan kinerja. Peta Strategi DJP tahun 2024 adalah sebagai 

berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 Peta Strategi DJP tahun 2024 
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Perencanaan kinerja tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Jatinegara tertuang pada Perjanjian 

Kinerja nomor PK-2/WPJ.20/2024 tanggal 31 Januari 2024 dan telah dilakukan adendum 

berdasarkan Perjanjian Kerja nomor PK- 2.a/WPJ.20/2024 tanggal 2 September 2024 yang 

disusun berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024 

tanggal 30 Januari 2024 hal Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Manual 

Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai 

Kemenkeu- Two sampai dengan Kemenkeu-Five Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Pajak Tahun 2024. 

      

Tabel 2.5 Perbandingan Target IKU KPP Pratama tahun 2023 dan 2024 

Sasaran Strategis  
Indikator Kinerja 

Utama  
 Target 2023 Target 2024 

Stakeholder Perspective     

1  
  

Penerimaan  Negara dari 
Sektor Pajak yang Optimal  

1a-CP  
Persentase realisasi 
penerimaan pajak  

100%  100% 

1b-CP  

Indeks realisasi 
pertumbuhan penerimaan 
pajak bruto dan deviasi 
proyeksi perencanaan 
kas  

100  100 

Customer Perspective    

2  
Kepatuhan tahun berjalan 
yang tinggi  

2a-CP  

Persentase realisasi 
penerimaan pajak dari 
kegiatan Pengawasan 
Pembayaran Masa (PPM)  

100%  100%  

2b-CP  

Persentase capaian 
tingkat kepatuhan 
penyampaian SPT 
Tahunan PPh Wajib Pajak 
Badan dan Orang Pribadi 

100%  100%  

3  
Kepatuhan tahun 
sebelumnya yang tinggi  

3a-CP  

Persentase realisasi 
penerimaan pajak dari 
kegiatan Pengujian 
Kepatuhan Material 
(PKM)  

100%  100%  

Internal Process Perspective    

4  
Edukasi dan pelayanan 
yang efektif  

4a-CP  

Persentase perubahan 
perilaku lapor dan bayar 
atas kegiatan edukasi dan 
penyuluhan  

70%  74%  

4b-N  
Indeks efektivitas 
penyuluhan dan 
pelayanan  

81  100%  

5  
Pengawasan pembayaran 
masa yang efektif  

5a-CP  
Persentase pengawasan 
pembayaran masa  

90%  90%  

6  
Pengujian kepatuhan 
material yang efektif 

6a-CP  

Persentase penyelesaian 
permintaan penjelasan 
atas data dan/atau 
keterangan  

100%  100%  

6b-N  
Persentase pemanfaatan 
data selain tahun berjalan  

100%  100%  
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6c-N  
Efektivitas Pengelolaan 
Komite Kepatuhan Wajib 
Pajak KPP tepat waktu 

-  100%  

7  
Penegakan hukum yang 
efektif  

7a-CP  
Tingkat efektivitas 
pemeriksaan dan 
penilaian 

80%  100%  

7b-CP  
Tingkat efektivitas 
penagihan  

75%  75%  

7c-N  
Persentase tindak lanjut 
usulan pemeriksaan dari 
kegiatan pengawasan  

80%  100%  

8  
Data dan Informasi yang 
berkualitas  

8a-CP  

Persentase penyelesaian 
laporan pengamatan dan 
penyediaan data potensi 
perpajakan  

100%  100%  

Learning & Growth Perspective    

9  
Pengelolaan Organisasi 
dan SDM yang adaptif 

9a-N  

Tingkat Kualitas 
Kompetensi dan 
Pelaksanaan Kegiatan 
Kebintalan SDM 

82%  100  

10a-
CP  

Indeks Penilaian Integritas 
Unit  

85)  85  

10b-N  

Indeks efektivitas 
implementasi manajemen 
kinerja dan manajemen 
risiko 

90%  90%  

10  
Pengelolaan keuangan 
yang akuntabel 

11a-
CP  

Indeks kinerja kualitas 
pelaksanaan anggaran 

100 
(95,5%)  

100 
(95,5%)  

Sumber : Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-30/PJ/2023 tanggal 27 Januari 2023 hal Penyampaian Sasaran 
Strategis, Indikator Kinerja, dan Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja 
Pegawai Kemenkeu- Two sampai dengan Kemenkeu-Five Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 
2023 dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024 hal Penyampaian 
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran 
Kinerja Pegawai Kemenkeu- Two sampai dengan Kemenkeu-Five Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 
Tahun 2024. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara memerlukan dukungan berbagai macam 

sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari aparatur yang kompeten, sarana 

dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang 

cukup.  

Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk 

mencapai tujuan dan sasaran strategis sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

                                 

Tabel 2.6 Pagu Anggaran 2024 

No Uraian Pagu Anggaran 

1 Ekstensifikasi Penerimaan Negara 191.116.000 

2 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi 398.912.000 

3 Pengawasan dan Penegakan Hukum 540.598.000 

4 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum 3.741.469.000 

5 Pengelolaan Organisasi dan SDM 1.014.678.000 

 Jumlah 5.886.773.000 
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C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 

Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat 

Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu 

IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan 

Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan 

Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya 

mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan”. 
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BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 

 
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang 

Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, tahapan implementasi 

Manajemen Kinerja adalah perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja, 

serta pelaporan dan pemanfaatan.  

Perkembangan NKO KPP Pratama Jakarta Jatinegara dari tahun 2020 sampai 

dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut: 

     Grafik 3.1 Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Jatinegara 2020-2024 

 
Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara 

 

Secara keseluruhan, NKO tahun 2024 mencapai 108,31% lebih rendah dibandingkan 

NKO tahun 2023 sebesar 111,24%. 

Grafik 3.2 Persentase Perbandingan Capaian IKU 
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Pada tahun 2024, dari 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP 

Pratama terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berwarna yaitu IKU 1b-CP 

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan 

kas dengan nilai capaian sebesar 96,19. 

 
Capaian Indikator Kinerja Utama 

 

Stakeholder Perspective 

Sasaran Strategis Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal 

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 

 

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 
 

TR Q1 Q2 Smt 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y2024 

Target 22% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 

Realisasi 31,10% 31,10% 29,65% 60,62% 60,62% 101,99% 101,99% 

Capaian               120,00% 62,20% 59,30% 80,83% 80,83% 101,99% 101,99% 

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU tanggal 15 Januari 2025  
 

• Deskripsi Sasaran Strategis 
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui 

penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan 

Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta 

efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan. 

• Definisi IKU 
Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto 

dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak 

(SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah 

Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). 

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak 

melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang 

asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan 

(Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. 

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target 

penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-

undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan. 

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang 

didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan 

Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. 
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• Formula IKU 

 

 

 

 

 

• Realisasi IKU 

   Tabel 3.1 Persentase Perbandingan Capaian IKU 

 
Sumber : Aplikasi Kinerja Penerimaan Appportal tanggal 23 Januari 2025 
 

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat 

sebesar Rp1.313.858.046.368,- dengan capaian sebesar 101,99% dari target Data Target 

penerimaan sesuai UU No. 19 Tahun 2023 (UU APBN 2024) sebesar 

Rp1.288.267.787.000,-. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 65,63%, lebih baik 

dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar -41,71%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  Realisasi penerimaan pajak 
X 100% 

  

  Target penerimaan pajak   
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Tabel 3.2 Penerimaan per Jenis Pajak tahun 2024 

 
Sumber : Aplikasi Kinerja Penerimaan Appportal tanggal 24 Januari 2025 

Berdasarkan tabel tersebut diatas, bahwa Pajak Penghasilan merupakan 

kontributor utama penerimaan pajak tahun 2024 dengan pertumbuhan positif sebesar 

2,48%%. Dan untuk jenis pajak PPN dan PPnBM juga mengalami pertumbuhan positif  

sebesar 406,62%. Hal tersebut diantaranya ditopang karena pertumbuhan penerimaan 

pajak dari sektor usaha Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil 

Dan Sepeda Motor dan Administrasi Pemerintahan Dan Jaminan Sosial Wajib yang 

merupakan sector contributor utama terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta 

Jatinegara tahun 2024. 

 

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 
sebelumnya 

 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Persentase realisasi 

penerimaan pajak 

104.64% 104.82% 119.84% 115.32% 101.99% 

 

Berdasarkan tabel tersebut diatas, bahwa persentase realisasi penerimaan pajak 

pada tahun 2024 paling kecil, hal tersebut dikarenakan beberapa sektor usaha penentu 
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penerimaan bagi KPP Pratama Jakarta Jatinegara namun Wajib Pajak Konstruksi yang 

merupakan Wajib Pajak penentu penerimaan kedua mengalami pertumbuhan negatif , hal 

tersebut dikarenakan Kontribusi setoran PPN WP JO/KSO yang semakin menurun 

sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

59/PMK.03/2022. 

 

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun Y 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target 

Tahun 2024 

Renstra DJP 

Target 

Tahun 2024 

RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 
Realisasi 

Persentase realisasi 

penerimaan pajak 

100% 100% 100% 101,99% 

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU tanggal 15 Januari 2025  

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan 

pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga 

melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 

diantaranya:  

a. Beberapa sektor usaha penentu penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Jatinegara 

usaha tumbuh positif diantaranya yaitu : sektor Perdagangan Besar Dan Eceran; 

Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor; sektor Transportasi Dan 

Pergudangan; sektor Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan 

Penunjang Usaha Lainnya dan sektor Administrasi Pemerintahan Dan Jaminan 

Sosial Wajib;  

b. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM. 

 

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target Tahun 

2024 

Realisasi 

Nasional Tahun 

2024 

Realisasi Unit 

Kerja Tahun 

2024 

Persentase realisasi 

penerimaan pajak 

100% 100,5% 101,99% 

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU tanggal 15 Januari 2025  
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Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 secara nasional 

mencapai 97,2% dari target APBN atau sebesar 100,5% dari target Outlook. Realisasi 

tersebut tumbuh 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan pajak 

2024 didorong oleh pertumbuhan dari jenis penerimaan pajak utama seperti Pajak 

Penghasilan (PPh) Non-migas serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). 

Realisasi penerimaan pajak dari PPh Non-migas sebesar Rp 997,6 triliun atau 

tumbuh 0,5 % secara tahunan. PPh Nonmigas tumbuh postif karena ditopang oleh PPh 

Pasal 21 sebesar Rp 243,8 triliun atau tumbuh sebesar 21,1% secara tahunan. Kemudian 

penerimaan pajak dari PPN/PPnBM pada 2024 meningkat 8,6 % secara tahunan menjadi 

sebesar Rp 828,5 triliun.  

Selain PPN Dalam Negeri, juga berdampak pada kinerja PPN Impor dan PPnBM 

Impor yang mengalami pertumbuhan pada tahun 2024. Hal tersebut terlihat pada sektor 

Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor 

yang merupakan sektor utama penentu penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta 

Jatinegara juga mengalami pertumbuhan. 

Sedangkan untuk KPP Pratama Jakarta Jatinegara, penerimaan pajak sampai 

dengan akhir Desember 2024 mencapai 101,99% dari target APBN. Realisasi tersebut 

tumbuh 65,63% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan pajak 2024 

didorong oleh pertumbuhan dari jenis penerimaan pajak utama seperti Pajak Penghasilan 

(PPh) Non-migas serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan Atas 

Barang Mewah (PPnBM). 

Realisasi penerimaan pajak dari PPh Non-migas sebesar Rp938.064.133.195 

atau tumbuh sebesar 2,48% secara tahunan. PPh Nonmigas tumbuh postif karena 

ditopang oleh PPh Pasal 22 sebesar Rp41.139.801.927 atau tumbuh sebesar 24,82% 

secara tahunan. Kemudian penerimaan pajak dari PPh Pasal 23 pada 2024 meningkat 

43,61 % secara tahunan menjadi sebesar Rp105.454.488.370. Sedangkan realisasi 

penerimaan pajak dari PPN Impor sebesar Rp270.826.885.875 atau tumbuh sebesar 

16.03% secara tahunan.  

Apabila dilihat dari kontribusi sektor usaha bahwa pada tahun 2024, contributor 

utama sektor Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan 

Sepeda Motor yaitu sebesar 41,50%; sektor konstruksi sebesar 22,73%; dan sektor 

Administrasi Pemerintahan Dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,54%. 

 

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target 

kinerja 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Jatinegara untuk 
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menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung 

pencapaian kinerja, antara lain:  

a. Melaksanakan kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) seperti 

penerbitan STP, Tindak Lanjut Data DDRM, Kenaikan Angsuran PPH Pasal 25,  

dan DSE  secara optimal; 

b. Melakukan percepatan penerbitan STP dan menindaklanjuti Data Pemicu selain 

tahun berjalan; 

c. Melakukan percepatan penyelesaian SP2DK Outstanding (terbit sebelum tahun 

2024) serta DPP Semester I dan II; 

d. Memanfaatkan aplikasi DMP untuk meningkatkan jumlah WP Bayar dengan 

penerbitan surat imbauan; 

e. Memanfaatkan aplikasi DMP untuk memantau realisasi penyetoran pajak instansi 

pemerintah yang berasal dari APBD; 

f. Melakukan manajemen restitusi melalui koordinasi antar seksi terkait dan 

melakukan pendekatan persuasif kepada WP; 

g. Asset tracing dan blokir rekening. 

 

• Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan 

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi 

pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong 

penurunan kinerja kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain: 

a. Keberhasilan/peningkatan realisasi penerimaan pajak didorong oleh : 

1) Pemulihan ekonomi dan pertambahan jumlah Wajib Pajak bayar; 

2) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti 

perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor; 

3) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan 

Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif. 

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak meskipun target penerimaan 

pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul 

pada tahun 2024, antara lain:  

1) Kontribusi setoran pajak sektor kontruksi khususnya Wajib Pajak Kerja 

Sama Operasi (KSO) yang semakin menurun seiring dengan 

diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 

tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, 

Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah; 
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2) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.  

c. Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang 

menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah: 

1) Melakukan kegiatan penggalian potensi pada sektor lainnya (intensifikasi) 

dan memperluas basis pemajakan dengan lebih optimal dengan menyisir 

area ekonomi di wilayah Kecamatan Jatinegara (ekstensifikasi);  

2) Melakukan penguatan pada proses bisnis inti melalui pengawasan, 

pemeriksaan, dan penagihan; 

3) Melanjutkan program edukasi dan penyuluhan baik kepada masyarakat 

maupun WP yang telah terdaftar; 

4) Menerbitkan nota dinas permintaan prognosa setoran WP dari kegiatan 

PPM setiap tanggal 10 bulan berjalan sebagai bagian dari kegiatan awal 

untuk input prognosa penerimaan bulanan; 

5) Meningkatkan koordinasi dengan pengampu SPMKP sebagai bagian dari 

kegiatan manajemen restitusi sehingga prognosa SPMKP bulanan, 

triwulanan, dan tahunan lebih presisi. 

 

• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya 

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan 

efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang 

dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:  

a. Menggunakan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data 

yang telah dikembangkan oleh DJP yang memudahkan analisis atas pekerjaan, 

sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien; 

b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran 

yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.  

 

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah 

dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan 

antara lain:  

a. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan 

menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan 

pengawasan yang dilakukan lebih terarah.   

b. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi melalui kegiatan 

pengumpulan data lapangan; 
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c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan; 

d. Pelaksanaan kegiatan In House Training Teknis Penggalian Potensi; 

e. Kolaborasi kegiatan antara fungsi pengawasan, pemeriksaan dan penagihan; 

f. Melakukan pengawasan progress capaian IKU setiap bulan melalui kegiatan 

Early Warning System.  

 

• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun 

pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja 

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan 

mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi 

risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:  

a. Risiko terhadap perbedaan kompetensi pegawai dengan diselenggarakannya 

In House Training tentang Strategi Penggalian Potensi Pajak; 

b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat 

pengawasan, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak; 

c. Risiko SPMKP tidak dimanajemen dengan membuat monitoring restitusi 

kelebihan pembayaran pajak. 

 

• Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil 

untuk mengatasi kendala 

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala 

yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala 

tersebut antara lain:   

a. Kendala penerimaan dari sektor konstruksi yang menjadi kontributor 

penerimaan pajak pada tahun 2023 mengalami penurunan pada tahun 2024 

diatasi dengan melakukan kegiatan penggalian potensi pada sektor lainnya 

(intensifikasi), memperluas basis pemajakan dengan lebih optimal dengan 

menyisir area ekonomi di wilayah Kecamatan Jatinegara (ekstensifikasi), 

melakukan penguatan pada proses bisnis inti melalui pengawasan, 

pemeriksaan, dan penagihan;  

b. Kendala kepatuhan Wajib Pajak diatasi dengan melanjutkan program edukasi 

dan penyuluhan baik kepada masyarakat maupun WP yang telah terdaftar. 

 

• Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan 

memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) 

seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna 

layanan maupun penerima manfaat 

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion 
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(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:  

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek 

pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.  

b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas 

seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif 

bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.  

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi 

kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman 

sosial. 

 

• Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan 

dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, 

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem 

a. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan 

dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:  

b. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur 

hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan 

terhadap perubahan iklim.  

c. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang 

dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.  

d. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung 

pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.  

e. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah 

terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program 

bantuan langsung tunai. 

6. Rencana aksi tahun selanjutnya 

No Rencana Aksi Periode 

1 Melaksanakan kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa 

(PPM) seperti penerbitan STP, Tindak Lanjut Data DDRM, 

Kenaikan Angsuran PPH Pasal 25,  dan DSE  secara optimal 

2025 

2 Melakukan percepatan penerbitan STP dan menindaklanjuti 

Data Pemicu selain tahun berjalan 

 

3 Melakukan percepatan penyelesaian SP2DK Outstanding 

(terbit sebelum tahun 2024) serta DPP Semester I dan II 

 

4 Memanfaatkan aplikasi DMP untuk meningkatkan jumlah WP 

Bayar dengan penerbitan surat imbauan 
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Stakeholder Perspective 

Sasaran Strategis Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal 

IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi 
Proyeksi Perencanaan Kas 

 

1. Perbandingan antara target dengan realisasi IKU Tahun 2024 
 

TR Q1 Q2 Smt 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y2024 

Target 100 100 100 100 100 100 100 

Realisasi 86,22 93,36 93,36 99,84 99,84 96,19 96,19 

Capaian  86,22 93,36 93,36 99,84 99,84 96,19 96,19 

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU tanggal 15 Januari 2025  

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui 

penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan 

Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta 

efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan. 

• Definisi IKU 

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan 

kas terdiri dari 2 komponen, yaitu: 

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan 

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas. 

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto 

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua 

komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional  dengan bobot komponen sebesar 60 

persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi 

capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 

120%. 

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu 

ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan 

dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun 

berjalan dikalikan 100 persen . 

5 Memanfaatkan aplikasi DMP untuk memantau realisasi 

penyetoran pajak instansi pemerintah yang berasal dari APBD 

 

6 Melakukan manajemen restitusi melalui koordinasi antar seksi 

terkait dan melakukan pendekatan persuasif kepada WP 

 

7 Asset tracing dan blokir rekening  
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Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu 

ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan 

dikalikan 100 persen. 

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) 

adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan 

realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. 

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja 

Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi 

pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam 

hal:  

1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya 

unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil 

DJP/KPP baru; dan 

2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini  

Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa 

Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak). 

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto 

pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja 

Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil 

DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah 

sebagai berikut: 

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan 

perbandingan antara penerimaan pajak  bruto unit kerja lama pada suatu periode 

dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari 

Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar 

di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi 

(SMO); 

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan 

perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada 

suatu periode dengan  realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun 

sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai 

tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode. 

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas 

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas 

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi 

dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan 

termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan 

penerimaan pembiayaan. 
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Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. 

Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok 

keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM 

menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan 

pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.  

Penerimaan Kas 

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang 

berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan 

2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang 

berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.  

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara 

realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 

8%. 

• Formula IKU 

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi 

perencanaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan 

penerimaan pajak bruto + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi 

perencanaan kas). 
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• Realisasi IKU 
Realisasi Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi 

Proyeksi Perencanaan Kas tahun 2024 sebesar 96,18 dengan rincian sebagai 

berikut : 

 

 
Indeks capaian Proyeksi Perencanaan Kas dengan sebesar 90 tersebut disebabkan 

karena proyeksi pada Triwulan I tidak presisi. 

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 
sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Indeks realisasi 

pertumbuhan 

penerimaan pajak 

bruto dan deviasi 

proyeksi 

perencanaan kas 

- - - 116.07 96.19 

 

Penurunan realisasi kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan 

deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 dikarenakan prognosa penerimaan pajak 

tidak presisi khususnya pada Triwulan I. 

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target 

kinerja 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja 

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi 

perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain: 

a. Melakukan identifikasi setoran dari sektor/WP selain dari WP JO/KSO yang 

mengalami trend peningkatan sebagai sumber penerimaan pengganti 

kemudian melakukan pengawasan dengan memanfaatkan aplikasi DRM dan 

DMP; 
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b. Melaksanakan kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) seperti 

penerbitan STP, Tindak Lanjut Data DDRM, Kenaikan Angsuran PPH Pasal 25, 

dan DSE periode semester II 2024 secara optimal; 

c. Melakukan percepatan penerbitan STP dan menindaklanjuti Data Pemicu 

selain tahun berjalan; 

d. Melakukan percepatan penyelesaian SP2DK Outstanding (terbit sebelum tahun 

2024) serta DPP Semester I dan II; 

e. Melakukan analisis mandiri dan mengusulkan WP yang telah dilakukan analisis 

mandiri melalui DPP Mandatori; 

f. Melakukan manajemen restitusi melalui koordinasi antar seksi terkait dan 

melakukan pendekatan persuasif kepada WPAnalisis penyebab 

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif 

solusi yang telah dilakukan; 

g. Melakukan koordinasi antar seksi terkait (Seksi PKD, Seksi Pelayanan, Seksi 

P3, dan Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI) serta dengan para SPV dan 

Fungsional Penyuluh Pajak untuk proyeksi penerimaan bulanan (PPM, PKM, 

dan SPMKP); 

h. Melakukan penghitungan trend penerimaan bulanan baik secara bruto maupun 

netto (oleh Administrator Sistem) untuk diperoleh perhitungan sementara  

perbulan. 

• Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan 

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi 

pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong 

penurunan kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan 

deviasi proyeksi perencanaan kas. Hal-hal tersebut antara lain: 

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak 

bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas didorong oleh : 

1) Pengawasan Wajib Pajak, yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan 

ekonomi di berbagai sektor; 

2) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan 

Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif.  

b. Pendorong penurunan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto 

dan deviasi proyeksi perencanaan kas, terdapat kendala yang muncul pada 

tahun 2024 yaitu Prognosa penerimaan kurang presisi khususnya pada Triwulan 

I Tahun 2024. 
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c. Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang 

menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak 

bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah: 

1) Menerbitkan nota dinas permintaan prognosa setoran WP dari kegiatan 

PPM setiap tanggal 10 bulan berjalan sebagai bagian dari kegiatan awal 

untuk input prognosa penerimaan bulanan. 

2) Meningkatkan koordinasi dengan pengampu SPMKP sebagai bagian dari 

kegiatan manajemen restitusi sehingga prognosa SPMKP bulanan, 

triwulanan, dan tahunan lebih presisi. 

 

• Analisis Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya 

Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi 

proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber 

daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah 

sebagai berikut:  

a. Menggunakan data yang tersedia pada aplikasi yang telah dikembangkan oleh 

DJP yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi 

perpajakan dapat dilakukan dengan efisien; 

b. Optimalisasi jumlah dan kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan 

proyeksi penerimaan pajak; 

c. Menggunakan data history trend penerimaan pajak dari setiap Wajib Pajak dan 

selanjutnya dilakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan ekonomi dan 

perkembangan kegiatan usaha. 

 

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi 

proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh 

organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:  

a. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan 

menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan 

pengawasan yang dilakukan lebih terarah.   

b. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi melalui kegiatan 

pengumpulan data lapangan; 

c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan; 

d. Pelaksanaan kegiatan In House Training Teknis Penggalian Potensi; 

e. Kolaborasi kegiatan antara fungsi pengawasan, pemeriksaan dan penagihan; 

f. Menyusun prognosa penerimaan pajak dengan mendasarkan pada trend 



LAPORAN KINERJA 2024 48 

 

penerimaan beberapa periode, koordinasi data penerimaan dan kemungkinan-

kemungkinan terjadi terhadap kegiatan usaha Wajib Pajak; 

g. koordinasi dengan seksi Pengawasan dan P3 dalam rangka monitoring 

pencairan/realisasi SPMKP dan menyusun monitoring pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak; 

h. Melakukan pengawasan progress capaian IKU setiap bulan melalui kegiatan 

Early Warning System.  

 

• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun 

pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja 

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan 

mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi pertumbuhan penerimaan 

pajak bruto dan Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah: 

a. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak 

dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan 

pengawasan yang dilakukan lebih terarah.  Memperluas basis pajak dengan 

melakukan ekstensifikasi melalui kegiatan pengumpulan data lapangan; 

b. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan; 

c. Pelaksanaan kegiatan In House Training Teknis Penggalian Potensi; 

d. Kolaborasi kegiatan antara fungsi pengawasan, pemeriksaan dan penagihan. 

Sedangkan mitigasi atas adanya risiko deviasi proyeksi perencanaan kas tidak 

presisi dan Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah 

a. Menyusun prognosa penerimaan pajak dengan mendasarkan pada trend 

penerimaan beberapa periode, koordinasi data penerimaan dan 

kemungkinan-kemungkinan terjadi terhadap kegiatan usaha Wajib Pajak; 

b. koordinasi dengan seksi Pengawasan dan P3 dalam rangka monitoring 

pencairan/realisasi SPMKP dan menyusun monitoring pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak. 

 

• Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil 

untuk mengatasi kendala 

Beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dalam mencapai kinerja realisasi 

pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dan 

upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:   

a. Kendala penerimaan dari sektor konstruksi yang menjadi kontributor utama 

penerimaan pajak pada tahun 2023 mengalami penurunan pada tahun 2024. 

Kendala ini dilakukan dengan melakukan kegiatan penggalian potensi pada 

sektor lainnya (intensifikasi), memperluas basis pemajakan dengan lebih 
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optimal dengan menyisir area ekonomi di wilayah Kecamatan Jatinegara 

(ekstensifikasi), melakukan penguatan pada proses bisnis inti melalui 

pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.  

b. Kendala proyeksi penerimaan pajak yang tidak presisi dengan Menyusun 

prognosa penerimaan pajak dengan mendasarkan pada trend penerimaan 

beberapa periode, koordinasi data penerimaan dan kemungkinan-kemungkinan 

terjadi terhadap kegiatan usaha Wajib Pajak dan koordinasi dengan seksi 

Pengawasan dan P3 dalam rangka monitoring pencairan/realisasi SPMKP dan 

menyusun monitoring pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

 

• Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan 

memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) 

seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna 

layanan maupun penerima manfaat 

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion 

(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:  

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek 

pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.  

b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas 

seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif 

bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.  

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi 

kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman 

sosial. 

 

• Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan 

dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, 

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem 

a. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan 

dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:  

b. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur 

hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan 

terhadap perubahan iklim.  

c. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang 

dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.  

d. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung 

pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.  

e. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah 
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terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program 

bantuan langsung tunai. 

 

4. Rencana aksi tahun selanjutnya 

No Rencana Aksi Periode 

1 Melakukan identifikasi setoran dari sektor/WP selain dari WP 

JO/KSO yang mengalami trend peningkatan sebagai sumber 

penerimaan pengganti kemudian melakukan pengawasan 

dengan memanfaatkan aplikasi DRM dan DMP; 

2025 

2 Melaksanakan kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa 

(PPM) seperti penerbitan STP, Tindak Lanjut Data DDRM, 

Kenaikan Angsuran PPH Pasal 25, dan DSE periode semester 

II 2024 secara optimal; 

 

3 Melakukan percepatan penerbitan STP dan menindaklanjuti 

Data Pemicu selain tahun berjalan; 

 

4 Melakukan percepatan penyelesaian SP2DK Outstanding 

(terbit sebelum tahun 2024) serta DPP Semester I dan II; 

 

5 Melakukan analisis mandiri dan mengusulkan WP yang telah 

dilakukan analisis mandiri melalui DPP Mandatori; 

 

6 Melakukan manajemen restitusi melalui koordinasi antar seksi 

terkait dan melakukan pendekatan persuasif kepada 

WPAnalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah 

dilakukan; 

 

7 Melakukan koordinasi antar seksi terkait (Seksi PKD, Seksi 

Pelayanan, Seksi P3, dan Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan 

VI) serta dengan para SPV dan Fungsional Penyuluh Pajak 

untuk proyeksi penerimaan bulanan (PPM, PKM, dan SPMKP); 

 

8 Melakukan penghitungan trend penerimaan bulanan baik 

secara bruto maupun netto (oleh Administrator Sistem) untuk 

diperoleh perhitungan sementara  perbulan.  
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Customer perspective 

Sasaran Strategis Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan 
Pembayaran Masa (PPM) 

 

1. Perbandingan antara target dengan realisasi IKU Tahun 2024 
 

TR Q1 Q2 Smt 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y2024 

Target 22% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 

Realisasi 31,33% 28,87% 28,87% 58,19% 58,19% 102,28% 102,28% 

Capaian 

Kontrak 
120,00% 57,74% 57,74% 77,59% 77,59% 102,28% 102,28% 

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU tanggal 15 Januari 2025  
 

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun 

berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian 

penerimaan pajak yang optimal. 

 

• Definisi IKU 

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa 

(PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui 

nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi 

Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan 

pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan 

telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas 

Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi 

Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan 

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material 

(PKM). 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak 

hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat 

Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur 

Jenderal Pajak. 

 

• Formula IKU 

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM X 100% 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM 
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• Realisasi IKU 

Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan 

Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 sebesar Rp1.134814.072.211 atau sebesar 

102,28% dari target Rp1.109.501.685.000. 

 

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Persentase realisasi 

penerimaan pajak 

dari kegiatan 

Pengawasan 

Pembayaran Masa 

(PPM) 

- 108.80% 123.71% 120% 102.28% 

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU tanggal 15 Januari 2025  
 

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa 

(PPM) pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

hal tersebut dikarenakan dampak pemberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

59/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor 

Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

sehingga KPP Pratama Jakarta Jatinegara kehilangan potensi penerimaan PPN Wajib 

Pajak KSO yang sebelum pemberlakuan PMK tersebut, memiliki peran yang besar 

dalam tercapainya target penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Jatinegara.  

 

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja 

(Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan 

Target dan Realisasi IKU Tahun Y 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target 

Tahun 2024 

Renstra DJP 

Target 

Tahun 2024 

RPJMN 

Target 

Tahun 2024 

pada PK 

Realisasi 
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Persentase realisasi 

penerimaan pajak 

dari kegiatan 

Pengawasan 

Pembayaran Masa 

(PPM) 

100% 100% 100% 102,28% 

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU tanggal 15 Januari 2025  

 

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan 

pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga 

melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 

diantaranya:  

a. Beberapa sektor usaha penentu penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Jatinegara 

usaha tumbuh positif diantaranya yaitu : sektor Perdagangan Besar Dan Eceran; 

Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor; sektor Transportasi Dan 

Pergudangan; sektor Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan 

Penunjang Usaha Lainnya dan sektor Administrasi Pemerintahan Dan Jaminan 

Sosial Wajib;  

b. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM. 

 

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Jatinegara untuk 

menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung 

pencapaian kinerja, antara lain:  

a. Melakukan percepatan aktivitas PPM (Penerbitan STP, Tindak Lanjut Data 

Matching, DSE, dan penelitian kenaikan angsuran PPh pasal 25) secara rutin dan 

optimal;  

b. Memanfaatkan aplikasi DMP untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak Bayar 

dengan penerbitan surat imbauan; 

c. Meneliti WP yang membayar dengan kecenderungan nominal yang sama tiap 

bulannya dan tidak ada kenaikan pembayaran dibanding tahun sebelumnya; 

d. Melakukan optimalisasi penelitian terhadap WP baru agar diperoleh penerimaan 

dari penambahan WP baru; 

e. Membuat reminder untuk Wajib Pajak yang sudah membuat billing namun belum 

melakukan pembayaran; 

f. Melakukan pengawasan progress capaian IKU setiap bulan melalui kegiatan 

Early Warning System.  
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• Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan 

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi 

pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong 

penurunan kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan 

Pembayaran Masa (PPM). Hal-hal tersebut antara lain: 

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 

pengawasan pembayaran masa (PPM) didorong oleh : 

1) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti 

perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor; 

2) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang efektif. 

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan 

pembayaran masa (PPM) meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil 

dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:  

1) Kontribusi setoran pajak sektor kontruksi khususnya Wajib Pajak Kerja 

Sama Operasi (KSO) yang semakin menurun seiring dengan 

diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 

tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, 

Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah; 

2) Jumlah restitusi tahun 2024 masih besar.  

c. Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang 

menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 

pengawasan pembayaran masa (PPM) adalah: 

1) Melakukan kegiatan penggalian potensi pada sektor lainnya (intensifikasi); 

2) Melakukan penguatan pada proses bisnis inti melalui pengawasan;.  

3) Melanjutkan program edukasi dan penyuluhan baik kepada masyarakat 

maupun WP yang telah terdaftar. 

 

• Analisis Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya 

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan 

pembayaran masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber 

daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah 

sebagai berikut:  

a. Menggunakan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data 

yang telah dikembangkan oleh DJP yang memudahkan analisis atas pekerjaan, 

sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. 

b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran 
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yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.  

 

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan 

pembayaran masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh 

organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:  

a. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan 

menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan 

yang dilakukan lebih terarah.  

b. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan  

 

• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun 

pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja 

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) 

pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak 

tercapainya realisasi dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM). Mitigasi 

risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah dengan menerbitkan Surat Himbauan 

Pemenuhan Kepatuhan. 

 

• Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil 

untuk mengatasi kendala 

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) 

dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi 

dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:   

a. Kendala penerimaan dari sektor konstruksi yang menjadi kontributor utama 

penerimaan pajak pada tahun 2023 mengalami penurunan pada tahun 2024. 

Kendala ini dilakukan dengan melakukan kegiatan penggalian potensi pada 

sektor lainnya (intensifikasi), memperluas basis pemajakan dengan lebih optimal 

dengan menyisir area ekonomi di wilayah Kecamatan Jatinegara (ekstensifikasi), 

melakukan penguatan pada proses bisnis inti melalui pengawasan, pemeriksaan, 

dan penagihan.  

b. Kendala kepatuhan Wajib Pajak dengan melanjutkan program edukasi dan 

penyuluhan baik kepada masyarakat maupun WP yang telah terdaftar. 
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• Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan 

memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) 

seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna 

layanan maupun penerima manfaat 

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion 

(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:  

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek 

pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.  

b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas 

seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif 

bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.  

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi 

kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman 

sosial. 

 

• Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan 

dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, 

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem 

a. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan 

dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:  

b. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur 

hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan 

terhadap perubahan iklim.  

c. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang 

dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.  

d. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung 

pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.  

e. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah 

terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program 

bantuan langsung tunai. 

 

5. Rencana aksi tahun selanjutnya 

No Rencana Aksi Periode 

1 Melakukan percepatan aktivitas PPM (Penerbitan STP, Tindak 

Lanjut Data Matching, DSE, dan penelitian kenaikan angsuran 

PPh pasal 25) secara rutin dan optimal;  

2025 
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2 Memanfaatkan aplikasi DMP untuk meningkatkan jumlah 

Wajib Pajak Bayar dengan penerbitan surat imbauan; 

 

3 Meneliti WP yang membayar dengan kecenderungan nominal 

yang sama tiap bulannya dan tidak ada kenaikan pembayaran 

dibanding tahun sebelumnya; 

 

4 Melakukan optimalisasi penelitian terhadap WP baru agar 

diperoleh penerimaan dari penambahan WP baru; 

 

5 Membuat reminder untuk Wajib Pajak yang sudah membuat 

billing namun belum melakukan pembayaran; 

 

6 Melakukan pengawasan progress capaian IKU setiap bulan 

melalui kegiatan Early Warning System.  

 

 

 

 

 

 

Customer perspective 

Sasaran Strategis Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 

IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 
Wajib Pajak Badan Dan Orang Pribadi 

1. Perbandingan antara target dengan realisasi IKU Tahun 2024 
 

TR Q1 Q2 Smt 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Yearly 

Target 60% 80% 80% 90% 90% 100% 100% 

Realisasi 84,60% 95,36% 95,36% 97,97% 97,97% 102,66% 102,66% 

Capaian 
Kontrak 

120,00% 119,20% 119,20% 108,86% 108,86% 102,66% 102,66% 

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara 
 

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan 

baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak 

yang optimal 

 

• Definisi IKU 

a. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan 

dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun 

Pajak 2022 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang 

Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh; 

b. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau 

bagian tahun pajak, yang meliputi: 

1) SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan; 

2) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi; 
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c. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT 

adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan 

Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain 

Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak 

termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh). 

d. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan 

status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban 

menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, 

cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP 

Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan 

sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan 

SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas 

Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian; 

e. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 

ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu 

penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP. 

f. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah 

sebagai berikut: 

1) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh 

Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib 

Pajak Wajib SPT yang  menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan 

pembobotan 1,2; 

2) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain 

oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib 

Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1. 

g. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil 

ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan 

jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut; 

h. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan 

SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain 

Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur 

Ekstensifikasi dan Penilaian. 
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• Formula IKU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Realisasi IKU 
Realisasi Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 

Wajib Pajak Badan Dan Orang Pribadi tahun 2024 sebesar 40.261 dan hasil 

pembobotan sebesar 46.185 atau sebesar 102,66% dari target 44.989. 

Adapun rinciannya sebagai berikut : 

 
 

 

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 
sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Persentase Capaian 
Tingkat Kepatuhan 
Penyampaian SPT 
Tahunan PPh Wajib 
Pajak Badan Dan 
Orang Pribadi 

73,49% 100,14% 104.84% 104.67% 102.66% 

 

Realisasi Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 

Wajib Pajak Badan Dan Orang Pribadi pada tahun 2024 mengalami penurunan 

dibandingkan tahun 2023. Apabila dilihat dari jumlah SPT Tahunan tahun 2024 sebesar 

40.261 dan tahun 2023 sebesar 53.103 atau turun sebesar 24,18%. 

 

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target 

kinerja 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja 

Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan 

Dan Orang Pribadi. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain: 
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a. Membentuk Satgas Kepatuhan SPT Tahun 2024; 

b. Melakukan himbauan massal melalui WA blast, telepon, surat himbauan, email 

dan melalui sosial media; 

c. Memaksimalkan peran Agen Komunikasi Pajak 002; 

d. Melakukan kerjasama dengan Lurah dalam rangka menyukseskan pelaporan 

SPT Tahunan; 

e. Memasang berbagai media informasi luar ruang (banner/spanduk) terkait 

himbauan pelaporan SPT Tahunan di seluruh kelurahan, sentra bisnis dan 

perkantoran, serta pusat-pusat keramaian; 

f. Membuka Pojok Pajak penerimaan SPT Tahunan di seluruh kelurahan 

kecamatan Jatinegara dan di kantor pada hari libur. 

 

• Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan 

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi 

pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong 

penurunan kinerja Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 

Wajib Pajak Badan Dan Orang Pribadi. Hal-hal tersebut antara lain: 

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian 

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Dan Orang Pribadi didorong oleh : 

1) Peran dari seluruh pegawai KPP Pratama Jakarta Jatinegara dalam rangka 

mencapai target SPT Tahunan ; 

2) Dukungan dari agen komunikasi pajak, kelurahan, instansi pemerintah dan 

pengelola mall sebagi pojok pajak.  

b. Pendorong penurunan kinerja Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT 

Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Dan Orang Pribadi meskipun target Tingkat 

Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Dan Orang 

Pribadi tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul 

pada tahun 2024, antara lain:  

1) Masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

2) Kurangnya kesadaran dan pemahaman kewajiban perpajakan dalam hal 

pelaporan SPT Tahunan dan validasi NIK-NPWP 

3) Kurangnya kemampuan Wajib Pajak dalam menggunakan fasilitas 

pelaporan SPT secara online. 

c. Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang 

menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak 

bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah: 

1) Optimalisasi peran AJAK Jatinegara, yaitu Kerjasama dengan kecamatan, 
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kelurahan, RW, RT secara berjenjang untuk membantu mengingatkan 

warga nya yang belum melaporkan SPT Tahunan. Selain itu, 

menginformasikan apabila terdapat warganya yang pindah alamat, agar 

dapat memberitahukan kepada KPP untuk di proses perubahan data 

maupun perpindahan WP terdaftar; 

2) Melakukan himbauan massal melalui WA blast, telepon, surat himbauan, 

email dan melalui sosial media; 

3) Wajib pajak yang mengajukan Pengukuhan PKP, dilakukan pengecekan 

pelaporan SPT Tahunan nya. Apabila belum melakukan pelaporan SPT 

Tahunan, maka di imbau untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan untuk 

wajib pajak tersebut, maupun para pengurusnya; 

4) Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan, 

dicek kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Apabila belum melakukan 

pelaporan SPT Tahunan, maka di imbau untuk melakukan pelaporan SPT 

Tahunan; 

5) Melayani Wajib Pajak yang berkonsultasi melaporkan SPT Tahunannya 

baik secara langsung di TPT, Helpdesk maupun konsultasi secara online 

melalui chat WA Center. 

 

• Analisis Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya 

Capaian atas kinerja Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 

PPh Wajib Pajak Badan Dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi 

terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh 

organisasi adalah sebagai berikut:  

a. Optimalisasi peran AJAK Jatinegara, yaitu Kerjasama dengan kecamatan, 

kelurahan, RW, RT secara berjenjang; 

b. Melakukan pengecekan pada data administrasi pelaporan SPT Tahunan pada 

saat Wajib Pajak melakukan konsultasi secara langsung ke KPP dan pada saat 

pengajuan permohonan layanan perpajakan. 

c. Melakukan himbauan massal melalui WA blast, telepon, surat himbauan, email 

dan melalui sosial media; 

 

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Capaian atas kinerja Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 

Wajib Pajak Badan Dan Orang Pribadi merupakan hasil dari program yang telah 

dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan 

antara lain:  
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a. Membentuk Satgas Kepatuhan SPT Tahun 2024; 

b. Melakukan himbauan massal melalui WA blast, telepon, surat himbauan, email 

dan melalui sosial media; 

c. Memaksimalkan peran Agen Komunikasi Pajak 002; 

d. Melakukan kerjasama dengan Lurah dalam rangka menyukseskan pelaporan 

SPT Tahunan; 

e. Memasang berbagai media informasi luar ruang (banner/spanduk) terkait 

himbauan pelaporan SPT Tahunan di seluruh kelurahan, sentra bisnis dan 

perkantoran, serta pusat-pusat keramaian; 

f. Membuka Pojok Pajak penerimaan SPT Tahunan di seluruh kelurahan 

kecamatan Jatinegara, di kantor pada hari libur, mall dan kantor-kantor 

pemerintah di lingkungan kecamatan Jatinegara; 

g. Melaksanakan Workshop SPT Tahunan di seluruh kelurahan kecamatan 

Jatinegara; 

h. Melaksanakan sosialisasi SPT Tahunan melalui media sosial dan aplikasi zoom 

meeting; 

i. Melakukan pengawasan progress capaian IKU setiap bulan melalui kegiatan 

Early Warning System.  

 

• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun 

pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja 

Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan 

Dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas 

adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang 

dilakukan oleh organisasi adalah:  

a. Melaksanakan edukasi, sosialisasi, penyuluhan, terkait pelaporan SPT 

Tahunan PPh Badan maupun OP melalui kegiatan Kelas Pajak; 

b. Melaksanakan kegiatan Pojok Pajak pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan 

OP. 

 

• Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil 

untuk mengatasi kendala 

Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan 

Dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang 

dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala 

tersebut antara lain:   

a. Masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

b. Kurangnya kesadaran dan pemahaman kewajiban perpajakan dalam hal 
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pelaporan SPT Tahunan dan validasi NIK-NPWP 

c. Kurangnya kemampuan Wajib Pajak dalam menggunakan fasilitas pelaporan 

SPT secara online. 

 

• Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan 

memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) 

seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna 

layanan maupun penerima manfaat 

KPP Pratama Jakarta Jatinegara menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas 

seperti ruang tunggu antrian khusus.  

 

5. Rencana aksi tahun selanjutnya 

No Rencana Aksi Periode 

1 Membentuk Satgas Kepatuhan SPT Tahun 2024; 2025 

2 Melakukan himbauan massal melalui WA blast, telepon, surat 

himbauan, email dan melalui sosial media; 

 

3 Memaksimalkan peran Agen Komunikasi Pajak 002;  

4 Melakukan kerjasama dengan Lurah dalam rangka 

menyukseskan pelaporan SPT Tahunan; 

 

5 Memasang berbagai media informasi luar ruang 

(banner/spanduk) terkait himbauan pelaporan SPT Tahunan di 

seluruh kelurahan, sentra bisnis dan perkantoran, serta pusat-

pusat keramaian; 

 

6 Membuka Pojok Pajak penerimaan SPT Tahunan di seluruh 

kelurahan kecamatan Jatinegara, di kantor pada hari libur, mall 

dan kantor-kantor pemerintah di lingkungan kecamatan 

Jatinegara; 

 

7 Wajib Pajak yang datang ke TPT maupun Helpdesk, di cek 

apakah sudah terdapat pelaporan SPT tahunan. Apabila 

belum lapor, maka di imbau untuk melaporkan SPT Tahunan 

dan di edukasi cara pelaporan SPT Tahunan; 

 

8 Melayani Wajib Pajak yang berkonsultasi melaporkan SPT 

Tahunannya baik secara langsung di TPT, Helpdesk maupun 

konsultasi secara online melalui chat WA Center; 

 

9 Wajib pajak yang mengajukan Pengukuhan PKP, dilakukan 

pengecekan pelaporan SPT Tahunan nya. Apabila belum 
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melakukan pelaporan SPT Tahunan, maka di imbau untuk 

melakukan pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak 

tersebut, maupun para pengurusnya. 

10 Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian 

pendahuluan, dicek kewajiban pelaporan SPT Tahunan. 

Apabila belum melakukan pelaporan SPT Tahunan, maka di 

imbau untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan 

 

11 Bekerjasama antara seksi pengawasan, seksi PKD dan seksi 

Pelayanan. Seksi PKD memberikan informasi tiap bulan terkait 

daftar wajib pajak yang belum melakukan pelaporan SPT 

Tahunan.  

 

 

 

Customer perspective 

Sasaran Strategis Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi 

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian 

Kepatuhan Material (PKM) 

 

1. Perbandingan antara target dengan realisasi IKU Tahun 2024 
 

TR Q1 Q2 Smt 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y2024 

Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 

Realisasi 30,80% 79,31% 79,31% 
  

73,26% 
73% 

  
100,16% 

100,16% 

Capaian 

Kontrak 
 

120,00% 

 
120,00% 

 
120,00% 

 
97,68% 

97,68% 
 

100,16% 
   100,16% 

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU tanggal 15 Januari 2025  
 

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun 

berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian 

penerimaan pajak yang optimal. 

 

• Definisi IKU 

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) 

beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota 

dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi 

Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan 

pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan 

telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas 
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Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi 

Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan 

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material 

(PKM). 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak 

hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat 

Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur 

Jenderal Pajak. 

 

• Formula IKU 

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM X 100% 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM 

 

• Realisasi IKU 
Realisasi Persentase Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian 

Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 sebesar Rp179.043.974.157 atau sebesar 

100,16% dari target Rp178.766.102.000. 

 

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Persentase realisasi 

penerimaan pajak dari 

kegiatan Pengujian 

Kepatuhan Material 

(PKM) 

- 58,56% 107.95% 82.65% 100.16% 

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU tanggal 15 Januari 2025  
 

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai 

dengan triwulan IV pada tahun 2024 sebesar Rp.179.043.974.157 atau 100,16% dari 

target yang telah ditetapkan sebesar Rp.178.766.102.000. 

Kontribusi penerimaan pajak dari kegiatan PKM adalah sebesar 13,63% dari penerimaan 

pajak total sebesar Rp1.313.858.046.368. 
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3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun Y 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target 

Tahun 2024 

Renstra DJP 

Target 

Tahun 2024 

RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 
Realisasi 

Persentase realisasi 

penerimaan pajak 

dari kegiatan 

Pengujian 

Kepatuhan Material 

(PKM) 

100% 100% 100% 100.16% 

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU tanggal 15 Januari 2025  
 
 

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Jatinegara untuk 

menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian 

Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara 

lain:  

a. Melakukan percepatan penerbitan STP dan menindaklanjuti Data Pemicu selain 

tahun berjalan;  

b. Melakukan percepatan penyelesaian SP2DK Outstanding (terbit sebelum tahun 

2024) serta DPP Semester I dan II; 

c. Memanfaatkan aplikasi DMP untuk meningkatkan jumlah WP Bayar dengan 

penerbitan surat imbauan; 

d. Optimalisasi kegiatan Pairing dan bedah Wajib Pajak; 

e. mengupayakan penyelesaian pemeriksaan tepat waktu, menjaga kualitas 

pemeriksaan dan selalu berkoordinasi dengan seksi pengawasan terkait; 

f. Untuk PKM Penagihan dengan upaya koordinasi blokir bersama, asset tracing, 

humbauan dan koordinasi dengan pemda setempat; 

g. Melakukan edukasi pemenuhan kewajiban pembayaran PKM pada helpdesk 

apabila saat konsultasi terdapat kewajiban PKM yang belum dipenuhi; 

h. Melakukan edukasi pembayaran PPh Final apabila dalam proses Validasi SSP 

terdapat kewajiban PPh Pengalihan Tanah/Bangunan yang belum di penuhi. 

 

 



LAPORAN KINERJA 2024 67 

 

• Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan 

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi 

pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja kinerja realisasi penerimaan pajak 

dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Hal-hal tersebut antara lain: 

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 

Pengujian Kepatuhan Material (PKM) didorong oleh : 

1) Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak yang efektif; 

2) Menyusun dan menindaklanjuti DSP4 kolaboratif dengan optimal; 

3) Pengelolaan aktivitas Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif. 

b. Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) 

berhasil dilampaui, namun terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 

2024, antara lain:  

1) Kemampuan bayar Wajib Pajak rendah; 

2) PKM penagihan : banyak Wajib Pajak tidak ditemukan dan tidak bayar 

senilai tunggakan pajaknya; 

3) Pemahaman kewajiban perpajakan untuk Wajib Pajak dalam kelompok 

CRM Edukasi yang masih perlu di tingkatkan.  

 

• Analisis Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya 

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian 

Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber 

daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah 

sebagai berikut:  

a. Menggunakan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang 

telah dikembangkan oleh DJP yang memudahkan analisis atas pekerjaan, 

sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. 

b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran 

yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.  

 

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan 

Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi 

sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:  

a. Melakukan percepatan penerbitan STP dan menindaklanjuti Data Pemicu selain 

tahun berjalan;  

b. Melakukan percepatan penyelesaian SP2DK Outstanding (terbit sebelum tahun 
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2024) serta DPP Semester I dan II; 

c. Memanfaatkan aplikasi DMP untuk meningkatkan jumlah WP Bayar dengan 

penerbitan surat imbauan; 

d. Optimalisasi kegiatan Pairing dan bedah Wajib Pajak; 

e. mengupayakan penyelesaian pemeriksaan tepat waktu, menjaga kualitas 

pemeriksaan dan selalu berkoordinasi dengan seksi pengawasan terkait; 

f. Untuk PKM Penagihan dengan upaya koordinasi blokir bersama, asset tracing, 

humbauan dan koordinasi dengan pemda setempat; 

g. Melakukan edukasi pemenuhan kewajiban pembayaran PKM pada helpdesk 

apabila saat konsultasi terdapat kewajiban PKM yang belum dipenuhi; 

h. Melakukan edukasi pembayaran PPh Final apabila dalam proses Validasi SSP 

terdapat kewajiban PPh Pengalihan Tanah/Bangunan yang belum di penuhi; 

i. Melakukan pengawasan progress capaian IKU setiap bulan melalui kegiatan 

Early Warning System.  

 

• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun 

pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja 

Realisasi penerimaan pajak dari realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian 

Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan 

mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi dari kegiatan Pengujian 

Kepatuhan Material (PKM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah 

dengan melaksanaan kegiatan Pairing dan Bedah Wajib Pajak dalam rangka 

penggalian potensi. 

 

• Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil 

untuk mengatasi kendala 

Realisasi realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material 

(PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh 

organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:   

a. Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak; 

b. Menyusun dan menindaklanjuti DSP4 kolaboratif dengan optimal; 

c. Optimalisasi kolaborasi Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, 

dan Penagihan; 

d. Melakukan edukasi pemenuhan kewajiban pembayaran PKM pada saat 

konsultasi ke helpdesk;.  

e. Melanjutkan program edukasi dan penyuluhan baik kepada masyarakat maupun 

WP yang telah terdaftar. 
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• Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan 

memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti 

misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan 

maupun penerima manfaat 

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion 

(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:  

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek 

pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.  

b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti 

pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi 

sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.  

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi 

kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman 

sosial. 

 

• Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan 

dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, 

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem 

a. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan 

dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:  

b. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur 

hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan 

terhadap perubahan iklim.  

c. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang 

dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.  

d. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung 

pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.  

e. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah 

terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program 

bantuan langsung tunai. 

 

5. Rencana aksi tahun selanjutnya 

No Rencana Aksi Periode 

1 Melakukan percepatan penerbitan STP dan menindaklanjuti 

Data Pemicu selain tahun berjalan;  

2025 
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2 Melakukan percepatan penyelesaian SP2DK Outstanding 

(terbit sebelum tahun 2024) serta DPP Semester I dan II; 

 

3 Memanfaatkan aplikasi DMP untuk meningkatkan jumlah WP 

Bayar dengan penerbitan surat imbauan; 

 

4 Optimalisasi kegiatan Pairing dan bedah Wajib Pajak;  

5 mengupayakan penyelesaian pemeriksaan tepat waktu, 

menjaga kualitas pemeriksaan dan selalu berkoordinasi 

dengan seksi pengawasan terkait; 

 

6 Untuk PKM Penagihan dengan upaya koordinasi blokir 

bersama, asset tracing, humbauan dan koordinasi dengan 

pemda setempat; 

 

7 Melakukan edukasi pemenuhan kewajiban pembayaran PKM 

pada helpdesk apabila saat konsultasi terdapat kewajiban 

PKM yang belum dipenuhi; 

 

8 Melakukan edukasi pembayaran PPh Final apabila dalam 

proses Validasi SSP terdapat kewajiban PPh Pengalihan 

Tanah/Bangunan yang belum di penuhi; 

 

9 Melakukan pengawasan progress capaian IKU setiap bulan 

melalui kegiatan Early Warning System 

 

 
 
 
Internal Process Perspective 

Sasaran Strategis Edukasi dan pelayanan yang efektif 

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi 

dan penyuluhan 

 

1. Perbandingan antara target dengan realisasi IKU Tahun 2024 
 

TR Q1 Q2 Smt 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y2024 

Target      10% 40% 40% 60%       60% 74% 74% 

Realisasi 59,25% 63,35% 63,35% 87,88% 87,88% 88,80% 88,80% 

Capaian 
Kontrak 

120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU tanggal 15 Januari 2025  
 

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan 

dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian 



LAPORAN KINERJA 2024 71 

 

Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, 

tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. 

 

• Definisi IKU 

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi 

perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non 

pemerintah. 

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta 

meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) 

untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, 

peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu: 

a. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak 

b. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak 

c. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku 

Sub IKU Kegiatan 

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan 

edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan 

penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. 

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh 

melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak 

menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan 

penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. 

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi 

kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. 

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah 

maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan. 

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh 

masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal 

sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2023. 

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan 

rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat 

melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum 

dilakukan persetujuan. 

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan 

DSPT mandiri. 

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi 
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perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, 

komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT 

tema II. 

Sub IKU Perubahan Perilaku 

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah 

sebagai berikut. 

a. Perubahan Perilaku Pelaporan 

b. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau 

c. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo. 

Setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi 

edukasi yang disampaikan. 

a. Perubahan Perilaku Pembayaran 

b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh 

tempo; 

c. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo; 

d. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan; 

e. perubahan perilaku bayar untuk kategori One on One baru dapat diakui apabila 

peserta daftar hadir One on One melakukan pembayaran dengan minimal 

pembayaran 50% target nilai pembayaran pada Nota Dinas petunjuk penerbitan 

SP2DK, pada masing- masing NTPN (tidak kumulatif). 

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada ND-47/PJ.09/2023 tentang 

Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2023 

 

• Formula IKU 

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% 

x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)} 

• Realisasi IKU 
Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan 

penyuluhan pada tahun 2024 sebesar 88,80% dari target yang telah ditetapkan 

sebesar 74%, dengan rincian : 

Komponen Kegiatan 
Perubahan 

Perilaku Bayar 

Perubahan 

Perilaku Lapor 

Target 24 110 110 

Realisasi 138 83 52 

Capaian 100% 75,45% 47,27% 

Rasio 18,50% 42,18% 28,12% 
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2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Persentase 

perubahan perilaku 

lapor dan bayar atas 

kegiatan edukasi dan 

penyuluhan 

- - - 84% 88.80% 

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU tanggal 15 Januari 2025  
 

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target 

kinerja 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Jatinegara untuk 

menunjang capaian kinerja persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas 

kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, 

antara lain:  

a. Mengumpulkan data Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban 

perpajakan;  

b. Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak melalui surat, email, telepon dan 

obrolan pada aplikasi whatsapp; 

c. Melakukan edukasi secara langsung dua arah kepada Wajib Pajak melalui kelas 

pajak baik luring maupun daring melalui aplikasi zoom, instagram, telepon dan 

obrolan pada aplikasi whatsapp; 

d. Wajib Pajak yang mengajukan Validasi SSP, apabila terdapat kekurangan 

pembayaran PPh finalnya, maka di edukasi untuk memenuhi kewajibannya; 

e. Memanfaatkan data DDRM untuk Wajib Pajak yang terdapat data namun belum 

memenuhi kewajiban pelaporan maupun pembayaran nya. 

 

• Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan 

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi 

pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja persentase perubahan perilaku 

lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain: 

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja persentase perubahan perilaku lapor dan bayar 

atas kegiatan edukasi dan penyuluhan didorong oleh : 
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1) Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak sehingga setiap fungsi dapat 

melakukan sinergi dalam menentukan Daftar Sasaran Prioritas 

Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4);  

2) Optimalisasi pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan;  

3) Pemanfataan media daring dan optimalisasi kegiatan penyuluhan tidak 

langsung satu arah atau dua arah melalui media sosial dalam rangka 

penyebarluasan informasi yang lebih luas; 

4) Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penyuluhan (SISULUH) , melalui 

SISULUH, seluruh rangkaian kegiatan penyuluhan mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

dapat dilaksanakan pada aplikasi tersebut. Pelaksanaan kegiatan 

penyuluhan menjadi lebih mudah karena seluruh proses bisnis dilakukan 

dalam satu sistem terpadu. 

b. Target kinerja persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan 

edukasi dan penyuluhan dapat dilampaui, namun terdapat beberapa kendala 

yang muncul pada tahun 2024, antara lain :  

1) Pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan secara daring memberikan 

tantangan kaitannya dengan jaringan internet  

2) Produktivitas dan kemampuan teknis tenaga penyuluh pajak yang belum 

sama. 

3) Pemahaman ketentuan perpajakan yang masih rendah sehingga banyak 

Wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan. 

 

• Analisis Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya 

Capaian atas kinerja persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas 

kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap 

sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah 

melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang 

digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.  

 

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Capaian atas kinerja persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan 

edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh 

organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:  

a. Mengumpulkan data Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban 

perpajakan;  

b. Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak melalui surat, email, telepon dan 
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obrolan pada aplikasi whatsapp; 

c. Melakukan edukasi secara langsung dua arah kepada Wajib Pajak melalui kelas 

pajak baik luring maupun daring melalui aplikasi zoom, instagram, telepon dan 

obrolan pada aplikasi whatsapp; 

d. Wajib Pajak yang mengajukan Validasi SSP, apabila terdapat kekurangan 

pembayaran PPh finalnya, maka di edukasi untuk memenuhi kewajibannya; 

e. Memanfaatkan data DDRM untuk Wajib Pajak yang terdapat data namun belum 

memenuhi kewajiban pelaporan maupun pembayaran nya; 

f. Melakukan pengawasan progress capaian IKU setiap bulan melalui kegiatan 

Early Warning System.  

 

• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun 

pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja 

Realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan 

penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya 

risiko tidak tercapainya realisasi dari kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas 

kegiatan edukasi dan penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi 

adalah sebagai berikut : 

a. Pemberian edukasi perpajakan melalui helpdesk 

b. Wajib Pajak yang mengajukan Validasi SSP, apabila terdapat kekurangan 

pembayaran PPh finalnya, maka di edukasi untuk memenuhi kewajiban nya. 

c. Memanfaatkan data DDRM untuk Wajib Pajak yang terdapat data namun belum 

memenuhi kewajiban pelaporan maupun pembayaran nya. 

 

• Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil 

untuk mengatasi kendala 

Realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan 

penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala. Kendala yang dihadapi oleh 

organisasi adalah : 

a. Pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan yang masih rendah 

sehingga banyak Wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan  

b. Kurangnya kemampuan Wajib Pajak dalam menggunakan fasilitas perpajakan 

secara online 

Dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:   

a. Mengumpulkan data Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban 

perpajakan;  

b. Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak melalui surat, email, telepon dan 

obrolan pada aplikasi whatsapp; 
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c. Melakukan edukasi secara langsung dua arah kepada Wajib Pajak melalui kelas 

pajak baik luring maupun daring melalui aplikasi zoom, instagram, telepon dan 

obrolan pada aplikasi whatsapp; 

d. Wajib Pajak yang mengajukan Validasi SSP, apabila terdapat kekurangan 

pembayaran PPh finalnya, maka di edukasi untuk memenuhi kewajibannya. 

 

4. Rencana aksi tahun selanjutnya 

No Rencana Aksi Periode 

1 Mengumpulkan data Wajib Pajak yang belum melaksanakan 

kewajiban perpajakan;  

2025 

2 Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak melalui surat, email, 

telepon dan obrolan pada aplikasi whatsapp; 

 

3 Melakukan edukasi secara langsung dua arah kepada Wajib 

Pajak melalui kelas pajak baik luring maupun daring melalui 

aplikasi zoom, instagram, telepon dan obrolan pada aplikasi 

whatsapp; 

 

4 Wajib Pajak yang mengajukan Validasi SSP, apabila terdapat 

kekurangan pembayaran PPh finalnya, maka di edukasi untuk 

memenuhi kewajibannya; 

 

5 Memanfaatkan data DDRM untuk Wajib Pajak yang terdapat 

data namun belum memenuhi kewajiban pelaporan maupun 

pembayaran nya; 

 

6 Melakukan pengawasan progress capaian IKU setiap bulan 

melalui kegiatan Early Warning System.  

 

 

 
Internal Process Perspective 

Sasaran Strategis Edukasi dan pelayanan yang efektif 

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan 

1. Perbandingan antara target dengan realisasi IKU Tahun 2024 
 

TR Q1 Q2 Smt 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y2024 

Target         5%         5%      10%         5%         15%    85% 100% 

Realisasi 6.23% 6,36% 12.59% 12.59% 18% 110.69% 110.69% 

Capaian 

Kontrak 
120.00% 120.00% 120.00% 120.00% 120.00% 120.00% 120.00% 

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU tanggal 15 Januari 2025  
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• Deskripsi Sasaran Strategis 

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan 

dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian 

Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, 

tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. 

• Definisi IKU 

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam  

pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada 

Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders 

lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil 

dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. 

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan 

unit kerja vertikal sebagai berikut. 

a. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas 

pelayanan yang diberikan oleh KPP. 

b. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi 

perpajakan yang dilakukan oleh KPP. 

c. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh 

Kanwil DJP. 

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan 

Masyarakat. 

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui 

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan 

pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan 

dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. 

Survei tersebut mengukur: 

a. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;  

b. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan 

c. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 

5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait 

kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. 

• Formula IKU 

Indeks Hasil Survei 
 

• Realisasi IKU 
Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 

sebesar 110,69%. 
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2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 
sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Indeks Kepuasan 

Pelayanan dan 

Efektivitas 

Penyuluhan 

- - - - 110.69% 

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU tanggal 15 Januari 2025  
 

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan merupakan IKU baru pada tahun 

2024 dengan realisasi IKU sebesar 110,69%. 

. 

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun Y 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target 

Tahun 2024 

Renstra DJP 

Target 

Tahun 2024 

RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 
Realisasi 

Indeks Kepuasan 

Pelayanan dan 

Efektivitas 

Penyuluhan 

100% 100% 100% 110,69% 

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU tanggal 15 Januari 2025  
 
 

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Jatinegara untuk 

menunjang capaian Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Upaya 

yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:  

a. Melakukan pendekatan kepada Wajib Pajak yang telah memperoleh pelayanan 

baik di TPT maupun Help desk;  

b. Sebelum mengisi survey petugas memberikan penjelasan tata cara dan metode 

survey agar Wajib Pajak memahami tata cara mengikuti survey; 

c. Petugas menginformasikan jaringan Wifi yang disediakan oleh KPP Pratama 

Jakarta Jatinegara serta memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk mengisi 
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survey dengan perangkat layanan Mandiri yang disediakan di KPP Pratama 

Jakarta Jatinegara. 

 

• Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif Solusi yang telah dilakukan 

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi 

pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan dan 

Efektivitas Penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain: 

a. Petugas TPT dan Helpdesk melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga Wajib 

Pajak merasa puas atas layanan yang diberikan; 

b. Melakukan pendekatan kepada Wajib Pajak yang telah memperoleh pelayanan 

baik di TPT maupun Help desk;  

c. Sebelum mengisi survey petugas memberikan penjelasan tata cara dan metode 

survey agar Wajib Pajak memahami tata cara mengikuti survey; 

d. Petugas menginformasikan jaringan Wifi yang disediakan oleh KPP Pratama 

Jakarta Jatinegara serta memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk mengisi 

survey dengan perangkat layanan Mandiri yang disediakan di KPP Pratama 

Jakarta Jatinegara. 

Meskipun target Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tahun 2024 

berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara 

lain:  

a. Jumlah reponden tidak memenuhi target; 

b. Kurangnya pengetahuan responden mengenai metode survey; 

c. Wajib Pajak belum memahami tujuan survey; 

d. Perangkat Wajib Pajak (Handphone, Laptop) tidak support misal tidak ada 

jaringan; 

e. Wajib Pajak tidak menindaklanjuti survey karena khawatir link bukan resmi dari 

DJP; 

 

• Analisis Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya 

Capaian atas Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dilakukan 

dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi yaitu Pengampu IKU 

tersebut adalah Seksi Pelayanan dengan jumlah penyuluh sebanyak 9 pegawai dan 

pelaksana sebanyak 12 pegawai dan mendorong Wajib Pajak mengisi survei 

dilakukan bersamaan dengan layanan yang diberikan di TPT maupun Help desk. 
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• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Capaian atas Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan merupakan 

hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. 

Program yang telah dilakukan antara lain:  

a. Pemberian layanan yang prima kepada Wajib Pajak hal tersebut juga dibuktikan 

dengan penghargaan sebagai Kantor Pelayanan Terbaik Kedua di lingkungan 

Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur; 

b. Pengembangan kompetensi petugas TPT dan tenaga penyuluh melalui 

diklat/pelatihan, bimbingan teknis, In House Training. 

c. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan;  

d. Pemanfataan media daring dan optimalisasi kegiatan penyuluhan tidak langsung 

satu arah atau dua arah melalui media sosial dalam rangka penyebarluasan 

informasi yang lebih luas; 

e. Melakukan pengawasan progress capaian IKU setiap bulan melalui kegiatan 

Early Warning System.  

 

• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun 

pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja 

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 

dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Hasil survei di bawah 

target yang ditetapkan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah dengan 

melaksanaan kegiatan Pairing dan Bedah Wajib Pajak dalam rangka penggalian 

potensi. 

a. Penyusunan strategi edukasi agar pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan 

lebih terencana, terstruktur, terarah, terukur, dan berkelanjutan; 

b. Pengembangan kompetensi petugas TPT dan tenaga penyuluh melalui 

diklat/pelatihan, bimbingan teknis, In House Training; 

c. Melakukan pendekatan kepada Wajib Pajak yang telah memperoleh pelayanan 

baik di TPT maupun Help desk;  

d. Sebelum mengisi survey petugas memberikan penjelasan tata cara dan metode 

survey agar Wajib Pajak memahami tata cara mengikuti survey; 

e. Petugas menginformasikan jaringan Wifi yang disediakan oleh KPP Pratama 

Jakarta Jatinegara serta memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk mengisi 

survey dengan perangkat layanan Mandiri yang disediakan di KPP Pratama 

Jakarta Jatinegara; 

f. Pengembangan kompetensi petugas TPT dan tenaga penyuluh melalui 

diklat/pelatihan, bimbingan teknis, In House Training. 
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• Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil 

untuk mengatasi kendala 

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dapat dicapai 

bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya 

yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:   

a. Pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan secara daring memberikan 

tantangan kaitannya dengan jaringan internet;  

b. Produktivitas dan kemampuan teknis petugas TPT dan tenaga penyuluh pajak 

yang belum sama; 

c. Tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap survey yang tidak sama. 

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala antara lain : 

a. Penyusunan strategi edukasi agar pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan 

lebih terencana, terstruktur, terarah, terukur, dan berkelanjutan; 

b. Pengembangan kompetensi petugas TPT dan tenaga penyuluh melalui 

diklat/pelatihan, bimbingan teknis, In House Training; 

c. Melakukan pendekatan kepada Wajib Pajak yang telah memperoleh pelayanan 

baik di TPT maupun Help desk;  

d. Sebelum mengisi survey petugas memberikan penjelasan tata cara dan metode 

survey agar Wajib Pajak memahami tata cara mengikuti survey; 

e. Petugas menginformasikan jaringan Wifi yang disediakan oleh KPP Pratama 

Jakarta Jatinegara serta memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk mengisi 

survey dengan perangkat layanan Mandiri yang disediakan di KPP Pratama 

Jakarta Jatinegara; 

f. Melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan peningkatan komptensi Fungsional 

Penyuluh Pajak dan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak, serta pegawai yang 

ditugaskan untuk melaksanakan Edukasi Perpajakan. 

 

5. Rencana aksi tahun selanjutnya 

No Rencana Aksi Periode 

1 Penyusunan strategi edukasi agar pelaksanaan kegiatan 

edukasi perpajakan lebih terencana, terstruktur, terarah, 

terukur, dan berkelanjutan; 

2025 

2 Meningkatkan layanan informasi dan/atau konsultasi kepada 

Wajib Pajak melalui sosial media dan/atau Whatspp Channel 

KPP Pratama Jakarta Jatinegara; 

 

3 Melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan peningkatan 

komptensi Fungsional Penyuluh Pajak dan Fungsional Asisten 
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Penyuluh Pajak, serta pegawai yang ditugaskan untuk 

melaksanakan Edukasi Perpajakan; 

4 Melakukan pendekatan kepada Wajib Pajak yang telah 

memperoleh pelayanan baik di TPT maupun Help desk;  

 

5 Sebelum mengisi survey petugas memberikan penjelasan tata 

cara dan metode survey agar Wajib Pajak memahami tata cara 

mengikuti survey; 

 

6 Petugas menginformasikan jaringan Wifi yang disediakan oleh 

KPP Pratama Jakarta Jatinegara serta memberikan 

kesempatan Wajib Pajak untuk mengisi survey dengan 

perangkat layanan Mandiri yang disediakan di KPP Pratama 

Jakarta Jatinegara; 

 

7 Melakukan pengawasan progress capaian IKU setiap bulan 

melalui kegiatan Early Warning System. 

 

 

 
Internal Process Perspective 

Sasaran Strategis Pengawasan pembayaran masa yang Efektif 

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa 

 

1. Perbandingan antara target dengan realisasi IKU Tahun 2024 
 

TR Q1 Q2 Smt 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y2024 

Target 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Realisasi 102,19% 102,40% 102,40% 102,14% 102,14% 119,19% 119,19% 

Capaian 
Kontrak 

113,54% 113,78% 113,78% 113,49% 113,49% 120,00% 120,00% 

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU tanggal 15 Januari 2025  
 

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan 

ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib 

Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal. 

 

• Definisi IKU 

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan 

terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang 

terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di 

tahun 2023). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi: 

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan 
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b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). 

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan 

Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penelitian 

Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan 

Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis. 

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti 

(Strategis): 

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah 

persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang 

Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya 

Ditindaklanjuti. 

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. 

Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas 

terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas 

pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi 

besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas 

tersendiri dari kantor pusat.; 

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya  Ditindaklanjuti adalah:  

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran 

PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta  

- pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa; 

- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa 

pajak Oktober tahun berjalan 

- untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP 

Tahunan; 

- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran 

yang telah disampaikan SPdan/atau atas  keterlambatan pembayaran 

yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan 

adanya penyampaian SPT; dan 

- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor 

Pusat DJP. 

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan 

I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui 

aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, 

yaitu: 

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;  

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;  

- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan 




